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Artinya: “Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak
kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataanmu
dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia
menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka (anak angkat) itu
dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil
dihadapan Allah.wdika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka,
maka (panggillahsmereka“sebagai) saudaramusseagama dan maula-
maula (hamba sahaya yang dismerdekakan.” (QS. Al-Ahzab ayat 4-5).
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ABSTRAK

Ema Nur Fadhilah, 2024: Studi Komparasi Adopsi Anak Beda Agama Dengan Wali Dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak Dan Fatwa MUI
Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak.

Kata kunci: adopsi anak beda agama dengan wali, Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007
Tentang Pengangkatan Anak, Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang A dopsi Anak

Adopsi anak merupakan solusi bagi sebuah rumah tangga yang tak kunjung dikaruniai
seorang anak. Selain itu adopsi anak juga dilakukan agar terpenuhinya hak anak yang tidak
didapatkan karena berasal dari keluarga yang tidak mampu. Syarat yang ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 terkait adopsi anak yaitu wajib bagi orang tua
angkat untuk berkeyakinan sama dengan calon anak yang akan diadopsi. Hal tersebut tidak
selaras dengan pernyataan dalam Fatwa MUI tahun 1984 tentang adopsi anak yang menyatakan
bahwa boleh saja pengadopsian yang berbeda agama tersebut dilakukan asal tidak merubah
nasab dari asli dari anak tersebut. Dengan sadanya perbedaan tersebut menimbulkan
kebingungan pada masyarakat terkait pengadopsian anak yang berbeda agama dengan wali
dilihat dari beberapa kasus yang ada.

Fokus Penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Adopsi Anak Beda Agama
Dengan Wali Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak
dan Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi-Anak ? 2) Bagaimana perbandingan Adopsi Anak
Beda Agama Dengan Wali DalamPeraturan, Pemerintahe=Nomor 54 Tahun 2007 Tentang
Pengangkatan Anak Dan Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak ?

Untuk mengidentifikasi pérmasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis
penelitian yuridis normatif dengan _menggunakan endekatanE%erundang undangan (statue
approach) dan pendekatan kon Ec}?) %Jpﬂ% an ini mengandung 2
sumber bahan hukum yaitu bfﬂmm FA@HMAIE(L@I@{]DQ

Kesimpulan dari penelitian ini: 1) yi era%;r merlntah Nomor 54 Tahun 2007
Tentang Pengangkatan Anak sebagai benjulilp ir? i Undang-Undang Perlindungan
Anak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diundangkan dengan maksud
mengatasi persoalan anak yang terlahir dalam kondisi kurang beruntung. Munculnya pasal 13
agar memberikan kemudahan pada proses tahapan pengangkatan anak yang dilakukan melalui
peradilan, kepala desa, dan beberapa instansi sosial dan pekerja sosial. Dengan berbagai
peraturan tersebut diharapkan tidak adanya permasalahan yang menjadi hambatan bagi
pelaksanaan pengangkatan anak. Sementara alasan peraturan ini menerbitkan pasal yang
membahas terkait pengadopsian anak harus memiliki agama yang sama antara calon orang tua
angkat dan salon anak angkat agar meminimalisir terjadinya isu-isu pemaksaan agama. Oleh
karena itu penting untuk memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak. 2) Terdapat
persamaan dan perbedaan yang muncul antara Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang
Pengangkatan Anak dan fatwa MUI tahun 1984 Tentang Adopsi Anak. persamaan yang ada
antara Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dan Fatwa MUI tahun
1984 Tentang Adopsi Anak. Persamaan tersebut menjadi hal baik bagi masyarakat karena
sebab persamaan tersebut masyarakat dapat lebih bisa mentaati ketentuan yang ada. Sedangkan
perbedaan yang ada antara Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dan
Fatwa MUI tahun 1984 Tentang Adopsi Anak ini menyebabkan kebingungan ditengah
masyarakat yang akan melakukan pengadopsian atau pengangkatan anak.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan orang yang saling berkaitan antara satu dengan
yang lain atau makhluk sosial. Termasuk dalam pemenuhan keinginan untuk
menjalin suatu hubungan dengan adanya rasa kasih dan sayang. Pemenuhan
tersebut didapatkan dalam sebuah keluarga. Dalam membentuk keluarga pasti
ada perkawinan terlebih dahulu yang dapat menjadi bentuk pemenuhan yang
dapat diperoleh di dalam rumah tangga. Langgengnya suatu pernikahan
merupakan suatu harapan ‘dariypasangan menikah.-IMembentuk keluarga yang
bahagia dan kekal ataupdalamwistilahulain: dikenal-dengan istilah keluarga

sakinah dan sejahtera merupakan tujuan utama dari akad nikah.!

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Wirjono WR‘I' minﬁfcw RWVSH))B}QM dan wanita
yang hidup bersama dan telah fnehcapei pérsyaratan yang ada dalam peraturan
perkawinan.? Menurut Nani Suwondo perkawinan merupakan hidup bersama
antara dua orang yang berjenis kelamin berbeda yang kekal. Tindakan tersebut
merupakan tindakan hukum dan dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah

ditetapkan oleh pemerintah, berdasarkan hukum sipil dan berasaskan

monogami.?

! Busriyanti, Siti Muslifah. “Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah Di
Kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Magasid al-Syari’ah Jamal al-Din Atiyah)” (Laporan
hasil penelitian, Institut Agama Islam Negeri Jember), 1.
dig‘ilil).uinkhas.a('ziWirxjéﬁBhPFda}bldmoirb’ Huwmlpé\}kﬁwmén Iﬁiulhlddhégiax(dBéhddﬁgl|lgumlulhl~197w} )’ @.gi]ih,uinkhm,a(:.id
3 Nani Suwondo, Kedudukan Wanita Indonesia (Jakarta: Tintamas,1970), 12.



Dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
menjelaskan terkait definisi “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga yang bahagia dan yang berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.”

Tuhan Yang Maha Esa memberikan anugerah dalam bentuk anak yang
dititipkan kepada keluarga. Mempunyai keturunan dalam rumah tangga
merupakan hal yang dinantikan untuk melanjutkan generasi selanjutnya. Anak
yang dilahirkan dalam keadaan apapun juga, jika ia dilahirkan hidup maka ia
sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi kepentingannya.’ Tetapi tidak
semua keluarga memilikizkesempatan tersebut: Ada.sebagian keluarga yang

masih belum memiliki_keturunan diusia-perkawinan yang memasuki waktu

yang tidak sebentar. [ JNTVERSITAS ISLAM NEGERI
Ada ban;&l&la%lﬂimm&mm%turunan baik

dengan cara medis atau tidak,J atli%pin\A ana% sgahRsatunya. Adopsi anak yaitu
mengambil alih pengasuhan terhadap anak dan menganggapnya sebagai anak
kandung, dalam artian memenuhi disegala kebutuhan anak.’

Hilman Hadikusuma mendefinisikan anak angkat sebagai anak dari

orang lain dan telah menganggapnya seperti anak sendiri oleh orang tua

4 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, Pasal 1.
5 Sri Wulandari, “Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Untuk Mengajukan
Permohonan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Jember Tahun 2016 (Skripsi, Institut
Agama Islam Negeri Jember ), 19.
81dris Idris, “Anak Sebagai Amanah Dari Allah,” Musawa: Journal For Gender Studies
- 11, no. 2 (14 Januari 2020): 289-318. ‘ S , S ' o .
dlg‘llll).mnkhas.a(m‘besgvlgéIaﬁﬁ]}zwp?dé}add‘;gﬂaﬁl1péhéta‘b“alﬂ A}llﬁ:w|1Alﬁgk’aflﬁi:rhddh%gilé.’uﬂn]ﬂé'%.;pﬁ\l/atdmlyllh,u|nkh(l>,(l(:.ld
no.1 (2013): 138-145.



angkatnya dan telah berkekuatan hukum menurut hukum adat sekitar dengan
tujuan mempunyai garis keturunan atau memelihara terhadap harta kekayaan
rumah tangga.® Penyebutan pengangkatan anak dalam Hukum Islam yaitu
tabanni, dengan artian mengangkat anak orang lain sebagai anak, serta
memiliki ketentuan hukum sama rata atas anak kandungnya. ° KHI
mempertegas definisi anak angkat berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum
Islam yaitu “mengalihkan tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua
angkat terhadap anak dalam segala bentuk pemeliharaan dari segala bidang.”°

Adopsi anak dalam sebuah keluarga merupakan hal yang biasa terjadi,
ada beberapa alasan yang mendasari terjadinya pengangkatan anak diantaranya
ingin mempertahankan garis keturtinan atau marga; untuk memperkuat ikatan
perkawinan atau kebahagiaan dalam. keluarga, dalam lingkungan masyarakat

mereka berkeyakinan den%an melakukan adopsi. anak dengan maksud

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
dimudahkan dalmmiMTprm@HMAt]} S{aﬂmseorang anak

yang tidak terurus. contohnya Lneﬁ dM k&JaEéja Bang tidak mampu mengurus
anaknya sendiri karena faktor ekonomi.!

Adopsi anak ini bertujuan untuk melengkapi anggota dalam keluarga
sehingga keluarga terasa utuh dan memiliki keturunan meskipun tidak secara

kandung. Namun adopsi anak tidak bisa sembarangan, terdapat peraturan-

& Hilman Hadikusuma, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum (Jakarta: Sinar
Grafika, 2006), 5.
9 Zaeni Asyhadie et al., Hukum Keluarga : Menurut Hukum Positif di Indonesia (Depok:
Rajawali Pers, 2022), 271.
_ 10 Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 tentang Anak Angkat S .
digilib.uinkhas.acind Zdé'ﬁi]'lA‘éVﬁé‘dI‘e“étl arllllgwl_‘lukurhhkémélrgal|§f‘1]|M%hﬂj}w.;Hukurﬁlgljyaslitn:]\']ms.zlhdbnégi:é]lh,u|nkh;’l>,(l(:.ld
(Depok: Rajawali Pers, 2022), 270.



peraturan hukum yang mengatur terkait adopsi anak, mulai dari syarat sampai
dengan proses hukumnya.
Dalam dalil-dalil Al-quran dijelaskan mengenai adopsi anak yaitu

terdapat pada Surat Al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi :

uwupe-ﬁ*g—“r—%;jj‘&;%wﬁdwbw&) “‘JLV
5% rs;szb fe_—d ‘Zb.l’s . ;\:j\ r.é:;\...ca\ Jas 5 rbx.@.»\
wgouw\wmwﬁw@ J\M\L;%}m;ggfdjég
" \3;—& A o fsm’ L it G e

Artinya : “Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak
kandungmu (Sendiri), yang demikian_itushanyalah perkataanmu di

mulutmu saja. Dan Allah_mengatakan yang sebenarnya dan Dia

menunjukkan jalan yang benar.”*

Dalam ajaranUislamE=sésana’ manusiaNdianjutkar Lintuk  mempunyai

sikap saling me&m MH&@QM a%lgnp Isgmandang ras,
JEMBER

suku, agama, bahasa, budaya dan warna kulit. Termasuk membantu merawat
anak-anak yang membutuhkan kasih sayang yang tidak didapat dari
keluarganya. Hal ini selaras dengan isi Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang

Adopsi Anak.

Dengan adanya pernyataan di atas maka Islam membolehkan
pengangkatan anak dengan perbedaan keyakinan calon anak angkat dan calon

orang tua angkat dengan maksud mengasuh dan memeliharanya tanpa

digilib.uinkhas.aczl Débé}]tgméﬁhﬁ\\gérﬁé Fié_bhlb"kﬂ\ihﬁoxhégla'dluAlI)_dU}Jahl\dlahd teiljémléﬁaﬂxhc}aﬂaﬂa Lb:‘li-]ih,uinkhm,a(:.id
Tanjung Mas, 1992).



mengubah nasab. Namun pendapat di atas berlawanan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tentang Pengangkatan Anak. Peraturan ini berisi bahwa
pengangkatan anak menjadi perlakuan hukum yang menggantikan peran orang
tua kandung terhadap anaknya.™®

Definisi adopsi anak menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2007 yaitu “suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak
dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut
ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.” Dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak bahwa adopsi anak beda
agama dengan wali angkat tidak diperbolehkans** Dalam Pasal 3 dan 13
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak

menyatakan bahwa calon ora tu% flgng akan _mengangkat anak harus

UNIVERSITAS 18TARM NEGER]
heragama sama dBOBAY PR Jid OB RN BIOSA XD

Perbedaan hukum di IateE.« rM\jaBi Eal P;«ang membingungkan bagi
masyarakat. Niat yang baik untuk mengadopsi anak terhalang karena adanya
perbedaan keyakinan antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat
dan harus diurungkan seperti pada kasus yang pernah terjadi. Seorang Tenaga
Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di Taiwan bernama Siti ingin mengadopsi
anak majikannya yang telah ia rawat selama 6 tahun yang menyandang

disabilitas down syndrome. Bukan tanpa alasan Siti ingin merawat dan

13 Setneg RI, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak,
H‘P_asallayat(Sﬂ' . o o o o .
<]1},:1111).111nkhax.acmlset é@llRlllln]F}EF‘awljdn Iﬂéﬁ]]éﬂhtaﬂ(wﬁlgll ri-céHleu1216675.1ﬁ‘3h][an(6gﬁ%hﬁghar{é{éﬁdAhHR‘l’]lh,u1nkh(l>,;’l(:.ld

Pasal 13c.



mengangkatnya sebagai anak, anak bernama Sha Wang tersebut sejak kecil
tidak diakui oleh keluarganya karena kondisi yang istimewa tersebut. Alih-alih
diperhatikan, ibu dan kakak perempuan Sha Wang kerap melakukan perbuatan
yang tidak menyenangkan terhadapnya. Sejak kematian ayahnya, Siti
membawa Sha Wang ke Indonesia dengan niat untuk mengadopsi anak
tersebut. Tetapi setelah berusaha keras untuk upaya mengadopsi Sha Wang
yang berbeda agama dengan Siti, akhirnya Siti menyerah karena banyaknya
persyaratan yang harus ditempuh dan tidak memungkinkan pula untuk Siti
melanjutkannya karena dia hanya searang pembantu, tuturnya. Setelah itu Sha
Wang di bawa dan diasuh oleh pihak pemerintah tetapi kondisinya semakin
tidak berkembang dan menurun, jika dibandingkan Ketika diasuh oleh Siti

selaku perawat.®

Tidak hanya itiNKasES:serupaterjapirdi kg Binjai, Sumatera Utara.

Seorang polisi MLM@QHMADQMMQW% bayi di
EMBER

dalam kerdus di tepi sungai. Melihat kondisi bayi yang hampir mati, polwan
bernama Aipda Rouli Ida Maharina bergegas membawa bayi tersebut ke rumah
sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Adanya kejadian ini,
polwan tersebut berencana ingin mengangkat bayi yang ia temukan tersebut
menjadi anak dan merawatnya seperti anak kandung sendiri. Dengan
keinginannya tersebut polwan Aipda mengajukan permohonan pengangkatan

anak kepada Dinas Sosial Di Kabupaten Binjai dan segera untuk melengkapi

15Rakli Almughni, “Sosok Ibu Kandung Sha Wang, Hamplr Suntik Mat1 Anaknya Yang
Disabilitas Kini Dirawat Siti ” Tribun 4, 023,
Uil et R b R R tdhq/zbzé}oefdzmagokhbu k%ddﬁh“s‘ha Wéndlhé]ﬂibw bt h%at“' slib.uinkhas.ac.id
anaknya-yang-disabilitas-Kini-dirawat-siti-tkw.
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persyaratan administratif. Dalam memenuhi persyaratan tersebut polwan
dinyatakan telah memenuhi syarat, tetapi dalam kurun waktu 2 minggu pihak
dari Dinas Sosial Di Kabupaten Binjai tersebut tidak kunjung memberi
informasi lanjutan terkait pengangkatan anak yang diajukan. Akhirnya polwan
menghubungi pihak dari Dinas Sosial Kabupaten Binjai dan bertanya mengenai
proses permohonan pengangkatan anak. Namun tidak sesuai harapan,
permohonan tersebut ditolak karena adanya perbedaan keyakinan antara
polwan dengan bayi yang ia temukan. Bayi tersebut beragama mayoritas

tempat ia ditemukan, sedangkan polwan tersebut menganut agama Kristen.

Dalam Pasal 39 ayat 3 UU' Perlindungan anak menyatakan bahwa
“calon orang tua angkattharus.Seagama dengan agamawang dianut oleh calon

anak angkat.” Menurut' Undang-Undangini adopsi anak. hanya boleh untuk

calon orang tua yang memilikifagdma, yang safrieidengancalon anak angkatnya.

Jika berbeda k%%%%ﬂidﬁlugl@ﬁnkm untuk
EMBER

mengadopsinya. Tetapi jika melihat situasi yang ada pada contoh kasus di atas,
hak anak tersebut tidak dapat terpenuhi karena terhalang oleh peraturan yang

mengikat.

Dari latar belakang tersebut maka saya sebagai peneliti tertarik dengan
perbedaan pernyataan hukum tersebut dengan melihat kasus di atas dan ingin

melakukan penelitian dengan judul “STUDI KOMPARASI ADOPSI ANAK

16 Stanley Noer H, Mulati. “Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Prinsip Non Diskriminasi Dalam
Konvensi Hak Anak (Contoh Kasus Polwan Gagal Adopsi Anak Karena Terhalang Peraturan
Pemerintah)” Jurnal Adigama
ligilib it hesitsiithal Uritar. AC idfindek! phdléﬂmérﬁ%mél#]doWﬁ'Mﬁd/QT&WiQEQM@A@"“”” khas.ac.id — digilib.uinkhas.ac.id
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BEDA AGAMA DENGAN WALI DALAM PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR o4 TAHUN 2007 TENTANG

PENGANGKATAN ANAK DAN DARI FATWA MUI TAHUN 1984.”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas maka rumusan masalah yang diteliti adalah

1. Bagaimana Persamaan Adopsi Anak Beda Agama Dengan Wali Dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak
dan Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak ?

2. Bagaimana Perbandingan Adopsi Anak Beda Agama Dengan Wali Dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak
dan Fatwa MUI Tahun1984 Tentang Adopsi Anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahuiNBagainkinaARersamasn] Atdepsi- Anak Beda Agama

Dengan Wal%l‘l HAJLAQMMAD&H)QIIQZOO? Tentang

FJ EMBER _
Pengangkatan Anak dan Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak.

2. Untuk mengetahui Perbandingan Adopsi Anak Beda Agama Dengan Wali
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang
Pengangkatan Anak dan Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan adanya manfaat penelitian berupa :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya berharap bisa wawasan khususnya pada

digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id _ digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas,ac.id _ digilib.uinkhas.ac.id

permasalahan adopsi anak yang Beda Agama Dengan Wali Dalam



Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak
dan Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharap dapat memberikan atau
menambah pengetahuan terutama pada masyarakat yang akan

mengadopsi anak.
b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah refrensi yang
belum lengkap mengenai akibat hukum.adopsi anak beda agama

dengan wali

E. Definisi Istilah (N [VERSITAS ISLAM NEGERI
Definisi isfilah/Adimuaf\ddar/hienttidhikah Ipenaddsat)ikfilan pada judul

penelitian sehingga dapat dide?[migkaMeggalr:neﬁkut :

1. Adopsi Anak
Pengertian adopsi anak dapat dibagi menjadi 2, secara bahasa dan
istilah. Secara bahasa, kata adopsi dalam Bahasa Belanda yaitu adoptie (dari
bahasa Inggris adopt), yang dapat diartikan sebagai pengangkatan anak,

mengangkat anak. Penyebutan anak angkat di Indonesia dikenal istilah

digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id
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adopsi anak. Sebutan pengangkatan anak dalam bahasa Arab yaitu tabanni
yang artinya “mengambil anak angkat”.!’

Secara istilah, sebutan adopsi anak yaitu menyamakan anak orang lain
dengan anak kandungnya yang diambil dan dijadikan sebagai anak sendiri.
Pengertian tersebut diambil berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan
Anak

Peraturan Pemerintah merupakan “peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk menjalankan
undang-undang sebagaimana mestinya.”*® Peraturan Pemerintah Nomor 54

Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak merupakan pelaksana dari UU

No. 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang Pengangkatan Anak termasuk

Syarat-syarat, tata car I\}l%nI?SIt T‘KaSn NS Ps;e gala étentang pengangkatan
anak.*° KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
3. Fatwa MUI

Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah suatu pendapat yang
disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia terkait permasalahan hukum

Islam yang ada dalam kehidupan manusia khususnya yang beragama Islam

17Zaeni Asyhadie et al., Hukum Keluarga : Menurut Hukum Positif di Indonesia (Depok:
Rajawali Pers, 2022), 270.

18 Zaeni Asyhadie et al., Hukum Keluarga : Menurut Hukum Positif di Indonesia
(Depok: Rajawali Pers, 2022), 270

19 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10

digilib.rfrahbﬁ%dh teﬁ‘fﬁhb‘i’é?ﬁb@nt‘uk‘an li’éf]a]l’l)féﬂ‘%TdhdbngL'UHHahdeﬂh‘:p'aéél 1digi]ib.uin]\'has.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

20 Dani Ramdani., Aspek Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: KENCANA, 2020), 30.
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di Indonesia.?! Pada penelitian ini Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang
ingin saya kaji adalah Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak.
F. Sistematika Pembahasan

Bagian ini membahas terkait alur pembahasan dalam skripsi yang
dimulai dari bab pendahuluan sampai dengan bab penutup. Dalam penulisan
skripsi ini alur pembahasannya sebagai berikut? :

BAB | PENDAHULUAN, di bab ini menjelaskan secara singkat terkait
apa yang akan dibahas dalam skripsi. Bab ini berisi latar belakang masalah,
fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika
penulisan.

BAB 1l KAJIAN“PUSTAKA, memaparkan perbandingan antara
penelitian-penelitian terdahulu seputar adopsi anak beda agama dengan wali

dengan penelitian yiijnl%lakan dikaji _ dalam _skripsi _ini_mulai dari teknik

VERSITAS ISLAM NEGERI
penulisan, penyuiiA] HAJI ACHMAD SIDDIQ

BAB Il METODE PENELIVIAR, di bagian ini dijelaskan tentang
penulisan dari skripsi yang akan dikaji, seperti jenis dan pendekatan penulisan,
sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan
hukum, keabsahan bahan hukum, serta tahap-tahap dalam penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN, vyaitu kumpulan jawaban dari masalah
masalah yang ada dalam fokus permasalahan. Disini dijabarkan dengan lebih

detail dan berpedoman pada sumber bahan hukum seperti dari undang-undang,

_ 21 in Kamus Besar Bahasa Indonesia. Accessed, March 12, 2021.https://kbbi.web.id/fatwa
<11}4‘1111).mnkhas.a(‘m]-l—ihlllgﬁ&hyugﬂhlys.peldomaﬁllkawéhfruixi“su‘Im(i]éﬁ]|kjémlﬂé?_j.;Ihghtu{lgA@aw.iéHigra%.uNeg]éﬂ]lh,u|nkh(l>,(l(:.ld
Jember, 2020), 101.
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buku, jurnal, Fatwa MUI dan sumber bahan hukum yang lain yang berkaitan
dengan pembahasan yang akan dibahas.

BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian
kesimpulan menjelaskan mengenai ringkasan dari apa yang telah dibahas dan
jawaban dari masalah yang diteliti. Saran ini dituangkan oleh peneliti terkait

apa yang terdapat dalam pembahasan.

Mo
F N

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
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BAB Il

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nur Mai Alvianita mahasiswa
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan berjudul ‘“Praktik
Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun

2007 (Studi Kasus Di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli)”.
Fokus studi pada penelitian skripsi tersebut tentang pengangkatan
anak yang dilakukan oleh orang tua dengan tanpa lembaga peradilan. Orang
tua angkat tersebut bertindak hanya dengan kesepakatan kedua belah pihak
antara orang tua angkat dengan‘orang tua  kandung: Tujuan penelitian ini

agar dapat mengetahui ceremonial-pengangkatan anak di lingkungan

masyarakat Kelurafiah \NFdhat] Hills [ikdcarhdtad IVIgd&h Deli, agar dapat

mengetahui tﬂ%lbw%wmpaﬁgplgwhan Mabar

{EMBER

Hilir Kecamatan Medan Deli tentang pengangkatan anak menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Penelitian ini menggunakan penelitian
kualitatif dengan normatif dan jenis data yang digunakan adalah data
primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan
yaitu melalui wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil dari penelitian skripsi yaitu bagi masyarakat yang melakukan
pengadopsian anak berkeyakinan bahwa tidak ada tradisi yang khusus dan
tidak adanya acara ceremonial secara adat untuk melakukan pengangkatan

digilib.ui nkhaxan@k. (M@hgeﬂ]a‘ppar@daﬂ]g@hLm@syarakatdtehltalmg]pemganglka}tannaﬂlakmbahWa] ib.uinkhas.ac.id
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mereka kontra dengan penyataan bahwa pengangkatan anak tidak
menyamakan anak angkat dengan anak kandung yang ada pada wilayah
tersebut. Praktek pengangkatan anak di wilayah tersebut termasuk ilegal
karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007
Tentang Pengangkatan Anak pada hubungan nasab, perwalian dan
hubungan mahram.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu
penggunaan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007
Tentang Pengangkatan Anak. Perbedaannya yaitu terletak pada metode

penelitian mulai dari jenis, pendekatan hingga teknik penelitian.

. Penelitian skripsi yang “dilakukan oleh Faigotus Zahro mahasiswa

Universitas Islam Negeri Maulana Malik-lbrahim Malang berjudul “Studi

Normatif Peraturan Pemerintah_Nomor_ 54 Tahun 2007 Perspektif Fatwa

UNIVER ITAS ISLAM NEGERI
Majelis UlmAIIFPMJP A@JHMADSS[/DMQSZ (Kajian
Pengangkatan Anak AI-LanthEeMAgﬁmE. R

Penelitian skripsi ini fokus pada anak terlantar (al-lagith) yang
memiliki hak pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan dan asuhan sehingga
dibutuhkan pembinaan. Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Perspektif Fatwa Majelis Ulama
Indonesia Nomor U.335/MUI/VI1/1982. Pengangkatan anak dianjurkan
dalam syariat Islam dengan tidak mengubah nasab dan agama. Fokus
masalah pada penelitian ini tentang mekanisme pengangkatan anak (al-

lagith) beda agama, pada Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Perspektlf

ilib.uinkhas.ac.id  ‘digilib.uinkhas.ac.id * digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id
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Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U.335/MUI/V1/1982 dan regulasi
terhadap panndangan konsep HAM pada isu pengangkatan anak.

Penelitian ini merupakan penelitian Library Research, dengan
pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Dokumenter dengan
menelusuri variabel yang serupa seperti jurnal, buku, surat kabar dan
sebagainya. Sedangkan Pendekatan Penelitian yang digunakan yakni Statue
Aprroach, Conceptul Approach, dan Case Approach.

Hasil penelitian skripsi ini bahwa antara Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2007 dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak
bertentangan, hanya saja Fatwa MUI membolehkan pengangkatan anak
beda agama dengan syarat'tidak  mengubah nasab dan agama. Jika COTA
ingin mengangkat anak maka harus memberikan pengasuhan yang sesuai

dengan keyakinan dengan pendidikan spiritual sesuai kebutuhan anak.
ONIVERSITAS 18U AM NEGERI

Persanfée/ pEnBILa S FANGEAGED STENGAT Gang sava ki

yaitu dalam metode penelit]anEyaeriBakE uRuk pengumpulan data yang
menggunakan Studi Dokumenter dengan menelusuri variabel yang serupa
seperti jurnal, buku, surat kabar dan sebagainya. Perbedaannya yaitu dalam
metode penelitian jenis dan pendekatan. Selain itu, dalam pembahasan juga
terdapat perbedaan dimana pembahasan dalam penelitian skripsi ini
membahas pengangkatan anak yang terlantar yang dikaitkan dengan HAM.

. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Mhd Nur Daulay dan Tri Eka Putra
Muhrarivansyah Waruru berjudul “Kepastian Hukum Atas Perlindungan

Terhadap Anak Adopsi Beda Agama Di kota Tanjung Balai Tinjauan”.

digilib.uinkhas.ac.id ~ digilib.uinkhas.acid digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id
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Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik yang ada di
Tanjung balai disebabkan karena tidak kunjung memiliki keturunan diusia
pernikahan yang lama. Karena adanya faktor orang tua angkatnya berasal
dari keluarga mualaf yang masih memiliki kerabat yang berbeda agama.
Selain itu faktor adopsi anak berbeda keyakinan dengan orang tua
angkatnya karena masih ada hubungan darah atau kerabat yang menjadi
alasan utama untuk adopsi anak dilakukan tidak melalui lembaga yang
berwenang seperti pengadilan. Adopsi anak yang beda agama dengan orang
tua angkatnya dibenarkan oleh; Fatwa MUI tetapi dalam Peraturan
Pemerintah No 54 Tahun 2007 perbuatan tersebut dilarang.

Persamaan penelitianyini dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu
terletak pada aturan. Perbedaan. penelitian ini dengan penelitian yang

peneliti kaji yaitu terletak lpada metode penelitian _yang digunakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Penelitian iniK‘PAH""W}FM@HM@DVQQWIQMW datanya

menggunakan wawancara. J EMBER
. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Fransiska Maryl Agatha, | Ketut
Widia, | Ketut Sukadana berjudul “Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua
Yang Berbeda Keyakinan Dengan Calon Anak Angkatnya”.

Membahas tentang isi dari Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007,
seperti syarat-syarat adopsi anak, tata caranya mengadopsi anak. Di sana
juga dijelaskan bahwa mereka juga mengadakan penelitian dengan

menggunakan metode wawancara dengan beberapa informan mengenai

digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id
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pengangkatan anak beda agama yang bertempat di Bali. Penelitian ini
termasuk penelitian hukum normatif.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa persyaratan pengangkatan
anak sudah diatur jelas, tata cara dan persyaratan pengangkatan anak telah
diatur secara rinci dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak dengan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan
Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak dan dijelaskan
secara rinci dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang
Persyaratan Pengangkatan Anak. Selain itu boleh asal telah memiliki surat
pernyataan dari orang tua kandung calon anak angkat yang menyatakan
mengizinkan anak mengikuti,keyakinan orangrtua angkatnya. Sedangkan
bagi anak terlantar, surat pernyataan daritorang tua kandung dibuat oleh

yayasa A e R TR P8 AN N e

PersamfnmnnH@HMﬂqyi@meQIiti kaji yaitu
dalam metode penelitian hukuﬁ, Melﬁarﬁnigama seperti penelitian yang
peneliti kaji yaitu dengan menggunakan penelitian hukum normatif.
Perbedaannya terletak pada metode penelitiannya yang di sini memakai
teknik wawancara kepada beberapa informan, penelitian ini juga tidak
memakai tinjauan dari Fatwa MUI.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas maka peneliti menemukan
titik yang berbeda sehingga peneliti menemukan novelty dalam penelitian
ini. Novelty antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak

pada pembahasan yaltu penelltlan ini membahas terkait dalam Peraturan

ib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id
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Perundang-undangan Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak
dan Fatwa MUI Tahun 1984. Jika dilihat dari penelitian sebelumnya
pembahasan terkait adopsi anak yang berbeda agama dengan wali yang ada
dalam PP No. 54 Tahun 2007 masih belum ada yang mengkaji dalam Fatwa
MUI Tahun 1984 dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu Persamaan dan Perbedaan

No Nama Judul Persamaan Perbedaan
1. | Nur Mai | Praktik Pengangkatan Anak Persamaan Perbedaannya
Alvianita | Berdasarkan Peraturan penelitian ini yaitu terletak
Pemerintah Nomer 54 Tahun_ yaitu pada metode
2007 (Studi Kasus Di penggunaan penelitian
Kelurahan Mabar Hilir dasar hukum mulai dari
Kecamatan Medan Deli Peraturan jenis,
Pemenrintah pendekatan
Nomor 54 hingga teknik

Tahun 2007 penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEFERE 2n
KIAI HAJI ACHMADMIDDIQ

2. | Faiqotus | Studi Normﬁfrﬁraﬁ‘%&% E ersamaan | Perbedaannya
Zahro Pemerintah Nomer 4*Tahin nelitian yaitu dalam

2007 Perspektif Fatwa MUI skripsi ini metode

Nomor U.335/MUI/VI/1982 | dengan penelitian

dan Hak Asasi Manusia penelitian yang | jenis dan
dikaji yaitu pendekatan.

dalam metode Selain itu,
penelitian yang | dalam
dipakai untuk pembahasan
pengumpulan juga terdapat

data yang perbedaan

menggunakan dimana

Studi pembahasan

Dokumenter dalam

dengan penelitian

menelusuri skripsi ini

variabel yang membahas
igilib.uipkhas.a¢.id  digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  digilib. un&%rupa‘uiegue%!u uink ]R\qulgng‘k%t b.uinlhas.ac.id

jurna anak yang
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surat kabar dan

terlantar yang

sebagainya dikaitkan
dengan HAM.
Mhd Nur | Kepastian Hukum Atas Persamaan Perbedaan
Daulay Perlindungan Terhadap Anak | penelitian ini penelitian ini
dan Tri Adopsi Beda Agama Dikota | yaitu terletak yaitu terletak
Eka Putra | Tanjung Balai Tinjauan pada aturan pada metode
Mubhrariv hukumnya penelitian
ansyah yang
Waruru digunakan.
Penelitian ini
merupakan
penelitian
lapangan yang
pengumpulan
datanya
menggunakan
wawancara.
Fransiska | Pengangkatan Anak Oleh Persamaan Perbedaannya
Maryl Orang Tua Yang Berbeda penelitian ini terletak pada
Agatha, | | Keyakinan Dengan Calon yaitu dalam metode
Ketut Anak Angkatnya metode penelitiannya
Widia, | penelitian yang disini
Ketut hukum, memakai
Sukadana itian ini teknik
UNIVERSITAS ISLAM fi wawancara
KIAI HAJI ACHMA [ petelifiadyatg | kepada
ya kaji yaitu ~ | beberapa
J EMBE ngan informan,
menggunakan penelitian ini
penelitian juga tidak
hukum memakai
normatif. tinjauan dari

Fatwa MUI.

digilib.uinkhas.ac.id

digilib.uinkhas.ac.id

digilib.uinkhas.ac.id  digilib.ui

nkhas.ac.id

digilib.uinkhas.ac.id

digilib.uinkhas.ac.id
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B. Kajian Teori
1. Tinjauan Umum Tentang Adopsi Anak

a. Pengertian Adopsi Anak

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan anak
merupakan manusia yang masih kecil dalam artian belum dewasa. Dalam

Surat Al-Isra ayat 70 yang artinya

Bl 62 555 2 /;ﬂ\ew’ #5730 3 S daze
:l 1 } 5 ﬁf&>;/ c 7.

Artinya: “dan sesungguhnya telah kaml muliakan anak-anak adam. Kam|
angkat mereka di darat dan di‘lautan, kami beri mereka rezeki
dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan
kelebihan 'yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah
kami ciptakan:”

Dari arti _ayat di atas, alsqur’an sebagai Akidah Islam

menempatkan %ﬁﬂ/ﬁ?@ﬁ? ﬁgafsfmgﬁi[\?ﬁyéﬁk‘fuhan yang mulia,
diberi rezeki yAn§ Baik\dengar{ niehplifyad nitdiliebib €buai kehendak

sang pencipta. Anak meerEkalMes&raﬁg )gng belum mencapai usia 18
tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.?®

Dalam Kamus Besar Bahasa Arab, anak yaitu walad, yang artinya
penghormatan, sebagai makhluk yang berkembang menuju jalan abadi
Allah SWT. yang saleh. Al-walad digunakan sebagai gambaran wujud
hubungan keturunan dengan begitu timbul kata al-walid dan al-walidah

yang dimaksud ayah dan ibu kandung.?*

23Setnequ UU No. 35Tahun2014 pasalayatg) T
digilib.uinkhas.aczgd Za%lni Aléy‘l'éd-» “elt I(]l Hll.lef‘}‘lh“KEIUé]rg&i' 1 M%hﬂj}m.;Hukurﬁlglﬂyasli“f]\]aib.zlhdbné]éi:é]|1,11111]xh;l>,;1(:.|(1
(Depok: Rajawali Pers, 2022), 257-258.
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Seorang anak membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang, dan
tempat untuk perkembangannya. Keluarga penting untuk memberikan
edukasi dan kesempatan bagi anak untuk belajar tentang tingkah laku

dalam perkembangannya agar berguna untuk kehidupan bersama. 2°

Definisi adopsi anak dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara
bahasa dan istilah. Secara bahasa, adopsi dalam Bahasa Belanda yaitu
adoptie (dari bahasa Inggris adopt), yang dapat diartikan sebagai
pengangkatan anak, mengangkat anak. Selain anak angkat, di Indonesia
juga dikenal dengan istilah adopsi anak. Dalam bahasa Arab disebut
tabanni yang artinya “mengambil anak angkat”?°

Secara istilahpsebutan‘adopsi anak yaitu-menyamakan anak orang

lain dengan anak.kandungnya yang-diambil dan dijadikan sebagai anak

sendiri. Pengertian] rersehut] diambikbetdasarkan iKdanjus Umum Bahasa

Indonesia. K%Ej(ﬁﬁﬂjéiﬁﬂﬁm%a&u@;@deﬁnisi dari
EMBER

adopsi anak merupakan sebuah tindakan dengan memunculkan sebuah
hukum kekeluargaan yang menyamakan layaknya anak kandung dengan

orang tua kandung dalam pengambilan anak orang lain.?®

Adopsi dengan pengangkatan anak mengandung arti yang sama

hanya saja adopsi merupakan istilah lain dari pengangkatan anak.

2 D. Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Jakarta:
Prestasi Pustaka Raya, 2012), 6.
26Zaeni Asyhadie et al., Hukum Keluarga : Menurut Hukum Positif di Indonesia (Depok:
Rajawali Pers, 2022), 270
S 27 Zaeni Asyhadie et al., Hukum Keluarga : Menurut Hukum Positif di Indonesia .
dlgllll).\(Déb@k;.chgjaWéf”]I}yéfg}]é@gg)';|270<.]lgllﬂ).umklnn.ac.nd digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id
28 Surojo Wignjodipuro dipetik dari Munderis Zaini, Ibid.
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Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia sebutan adopsi berarti

menyamakan anak orang lain dengan anaknya sendiri.?°

Hukum Islam menyebutkan bahwa penyebutan pengangkatan
anak dikenal dengan istilah tabanni, berarti mengambil anak orang lain
yang diangkat sebagai anak, dan memiliki ketentuan hukum sama seperti

anak kandung orang tua angkat.
b. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Dari adanya kebingungan yang hadir di tengah masyarakat terkait
dengan pengangkatan anak dapat, dapat dilihat kembali pada alqur’an
dan hadist yang menjadi,sumber dasar hukumsDi dalam alqur’an telah
dijelaskan beberapa-ayat-mergenai pengangkatan anak atau disebut

dengan istilah adopsi anak, seperti pada Surat Al-Ahzab [33]:4 sebagai
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

erikut: - KTAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
U_J\r&,;jjxd;;ujmfeu&ﬁw&) Al Jas G

P

r.‘l—:d ‘:.éss-\.::s\ r.%s-\.«.c—.)\ J» \-"j r._asu.@,ﬂ\ :).@.».A Q)J.@_L.:
G20l i 385 54T Sk 0 2l 205

Artinya: “Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak
kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu

di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan
Dia menunjukkan jalan yang benar.”

29 Zaeni Asyhadie et al., Hukum Keluarga : Menurut Hukum Positif di Indonesia
Pok Rajawali Pers, 2022), 270.
»uinkhas acsol Za%m“‘A%yﬁédm“ét al “HuKUm" Keludrgd 2 Mentrut Hikum' “Positit di indonesia - khasacid
(Depok Rajawali Pers, 2022), 271.
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Dalam hadist juga dijelaskan mengenai pengangkatan anak yang
telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW

GPJ‘JJGVJMJW&‘J‘&@”W&‘@J&G)JJ\ML:).F
o( Obgidl ol g Yol = ke 2d b 4l p8 &) (g 529 4 18 )
Artinya: “Dari Sa’ad bin Abi Waqqas Ra. Bahwa Rasulullah SAW
bersabda. Barang siapa yang mengakui (membangsakan diri)

kepada bukan ayahnya padahal ia tahu bahwa bukan ayah
kandungnya, haram baginya surga. (HR Bukhari dan

Muslim)”
Berdasarkan ayat dan hadist di atas dijelaskan bahwa boleh
mengadopsi atau mengangkat anak tetapi haram untuk merubah nasab
anak tersebut menjadi nasab.wali angkatnya; artinya anak yang diangkat

nasabnya tetap mengikuti orang tua kandungnya.

c. Jenis PengangkataiVAriakI TAS ISLAM NEGERI

pijdtabiat ikl AAGHMAR SI L Cranun 2007,

JEMBER

pengangkatan anak ada 2 jenis. Pertama, pengangkatan anak antar WNI,
Kedua, pengangkatan anak antara WNI dan WNA.3! PP No. 54 Tahun
2007 memberi peluang pengangkatan anak antara WNI dengan WNA
(inter county adoption). Namun menurut Pasal 39 ayat (4) UU No. 35
Tahun 2014, inter country adaption adalah upaya terakhir (ultimum

remedium), yang berarti pengangkatan anak WNI oleh WNA atau

digilib.uinkhas.acgnd Dr.d IDHHIU Rbl’lﬂlda]hll,d Aé]ﬁéw)Hlukdm\p(eHlndhﬁaahl |A]HhkL(L\]é‘(ﬂ(artléu|]|;&E|N@]RNA’|(EO§O)|’] ib.uinkhas.ac.id
141.
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sebaliknya merupakan alternatif terakhir dan jalan satu-satunya untuk
kebaikan anak tersebut.®2

d. Persyaratan Adopsi Anak
Terdapat beberapa persyaratan adopsi anak yang wajib diketahui:

1) Syarat Bagi Anak, meliputi:*3
(@) “Belum berusia 18 tahun
(b) Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan
(c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga
pengasuhan anak
(d) Memerlukan perlindungan khusus.”
Usia anak angkat tersebut meliputi:®*
1. “Anak belum berusia 6 tahun, merupakan prioritas utama.
2. Anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun,
sepanjang ada alasan mendesaks
3. Anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun,
sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.”
2) Syarat Bagi Calon.Orang Tua Angkat
“Terdapat 13'syarat adopsizanak yng harus dipenuhi oleh
calon orang tuaangkat yakni:*
(a) Sehat jasmani dan rohani
(b) Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
oI Eanh T donchnlcAbA MkahoRL

(c) Bef
(KIPEIij'I PE@'HMA‘E‘ SEDD pfkum  karena

melakuka tlrﬁi M ﬁ %{;
gEatStahun

(e) Berstatus

(F) Tidak merupakan pasangan sejenis

(g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya
mempunyai satu anak

(h) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial

(i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua
atau wali anak

(J) Adanya laporan sosial dari pekerjaan sosial setempat.

32Dr, Dani Ramdani,. Aspek Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: KENCANA, 2020),
142.
33 Setneg RI, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak,
Pasal 12 ayat (1)
34 Setneg RI, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak,
- Pasz]:ll 12 ayat (2) ] ] T 1
digilib.uinkhas “35]Setﬂég'R‘l‘”bé‘t‘attjréh Pemmerintadh ‘NoS 54 Tahtin' 2007 Tentany *Penganigkatan ‘Argk, b ihas.acic
Pasal 13



25

(k) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak
adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan
dan perlindungan anak.

() Telah mengasuh calon anak paling singkat 6 bulan, sejak
izin pengasuhan diberikan.

(m) Memperoleh izin Menteri atau Kepala instansi sosial.”

e. Cara Adopsi Anak
Tata cara inter country adoption yang salah satu calon orang tua
angkatnya WNA diatur dalam Pasal 41 Permensos No. 110/HUK/2009
sebagai berikut:

1) “Calon orang tua angkat. mengajukan permohonan izin
pengasuhan anak kepada kepala instansi sosial provinsi;

2) Kepala instansi sesial provinsii menugaskan pekerja sosial
provinsi dan pekerja sosial lembaga pengasuhan anak untuk
melakukan penilaian kelayakan calon orang tua angkat dengan
melakukan ‘kunjungan rumah kepada keluarga calon orang tua
angkat;

3) Kepala instansi sosial “provinsi  mengeluarkan surat izin
pengasuhan anak sementara;

4) Pekerja sosial_melakukan_ bimbingan engawasan sosial
e O R A TS EAR R R

%) CRIAPHAIA CHMADSID DEqononan  izin
pengangkatan Ekmdaﬁ % nstansi sosial provinsi;

6) Pekerja sosial darkinstansy s rovm5| dan pekerja sosial
lembaga pengasuhan anak melakukan kunjungan rumah untuk
mengetahui perkembangan calon anak angkat selama diasuh
oleh calon orang tua angkat;

7) Kepala instansi sosial provinsi membahas hasil penilaian
kelayakan calon orang tua angkat, memeriksa, dan meneliti
berkas atau dokumen permohonan pengangkatan anak dalam
forum Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di provinsi;

8) Kepala instansi sosial mengeluarkan surat rekomendasi untuk
izin pengangkatan anak agar dapat diproses lebih lanjut di
Kementerian Sosial;

9) Menteri Sosial c.g. Direktur Pelayanan Sosial Anak membahas
hasil penilaian calon orang tua angkat, memeriksa, dan meneliti
berkas atau dokumen permohonan pengangkatan anak dalam
forum Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Kementerian

Sosial;
- ‘ 10) Forum T|m PIPA mengeluarkan surat keputusan tentang ,
digilib.uinkhas.ac.id  digilib. um] has. digilib.uinkhas id, ~digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id
ertimbangan’ pengangkatan anak:
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11) Menteri  Sosial mengeluarkan keputusan tentang izin
pengangkatan anak untuk ditetapkan di pengadilan;

12) Dalam hal permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak
akan dikembalikan kepada lembaga pengasuhan anak;

13) Setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses
pengangkatan anak, calon orang tua angkat melaporkan dan
menyampaikan salinan penetapan tersebut ke Kementerian
Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
kabupaten/kota; dan

14) Kementerian ~ Sosial mencatat dan mendokumentasikan
pengangkatan anak tersebut.”®

Tata cara inter country adoption yang kedua calon orang tua
angkatnya WNA diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Permensos No.
110/HUK/2009 sebagai berikut:

1) “Calon orang tua angkat mengajukan permohonan izin
pengasuhan kepada Menteri Sosial;

2) Menteri Sosial €igs Direktur Pelayanan Sosial Anak menugaskan
pekerja sosial “instansi - sosialsuntuk melakukan penilaian
kelayakan [calon orang tua‘angkat dengan melakukan kunjungan
rumah kepada keluarga calon orang tua angkat;

3) Direktur Pelayanan SOSIal Anak atas_nama Menteri Sosial c.q.
Direktwlﬁam%a‘{%e[l mmengeluarkan surat

%@HMAW@I@W calon orang
tua angkat melalui (Emﬁzgn té an anak;
4) Penyerahan an ri ES Easuhan anak kepada calon

orang tua angkat;

5) Bimbingan dan pengawasan dari pekerja sosial selama
pengasuhan sementara;

6) Calon orang tua angkat mengajukan permohonan izin
pengangkatan anak disertai motivasi pengangkatan anak kepada
Menteri Sosial;

7) Kunjungan rumah oleh pekerja sosial Kementerian Sosial dan
lembaga pengasuhan anak untuk mengetahui perkembangan
calon anak angkat selama diasuh oleh calon orang tua angkat;

8) Direktur Pelayanan Sosial Anak membahas hasil penilaian
kelayakan calon orang tua angkat, memeriksa, dan meneliti
berkas atau dokumen permohonan pengangkatan anak dalam
Tim PIPA;

36 Dr. Dani Ramdani,. Aspek Hukum Perllndun an Anak (Jakarta KENCANA, 2020),
gili )L14!§hl ac.id  digilib.uinkhas.ac. |(1 digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id
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9) Diterbitkan surat rekomendasi dari Tim PIPA tentang perizinan
pertimbangan pengangkatan anak;

10) Menteri Sosial c.q. Direktur Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi
Sosial mengeluarkan surat izin pengangkatan anak untuk
ditetapkan di pengadilan;

11) Apabila permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak
akan dikembalikan kepada orang tua kandung, wali yang sah,
atau kerabat, lembaga pengasuhan anak, atau pengasuh alternatif
lain sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak;

12) Setelah diterbitkan penetapan pengadilan dan selesainya proses
pengangkatan anak, calon orang tua angkat melaporkan dan
menyampaikan salinan penetapan tersebut ke Kementerian
Sosial; dan

13) Kementerian Sosial mencatat dan mendokumentasikan
pengangkatan anak tersebut.”®’

Sesuai dengan ketentuan di atas, pengangkatan anak WNA oleh
WNI harus sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh negara dimana
anak tersebut beragsal.
f. Aspek Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Adopsi Anak

Kedudukan angkatan anak yang dilak kan secara hukum adat
ONRERSFAS TSCAM NE

dijelaskan §leh/ R Wo A@HMN]})aS{@Bj@t lain dengan

kedudukan anak angszt %nMaﬁ E Ratiap daerah yang sistem
keluarganya berdasar pada keturunan dari pihak laki-laki seperti yang
terjadi di bali. Di daerah tersebut pelaksanaan pengangkatan anak yang
dilakukan tersebut merupakan perbuatan hukum yang memutuskan
hubungan dengan orang tua kandungnya dengan memasukan anak
tersebut kepada pihak ayah angkat sehingga anak tersebut berkedudukan

layaknya anak kandung untuk meneruskan keturunan ayah angkatnya.®

37 Dr. Dani Ramdani,. Aspek Hukum Perllndun an Anak (Jakarta KENCANA, 2020),
gili )L14§hl ac.id  digilib.uinkhas.ac. id digilib.uinkhas.ac.id ~ digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac. 'id dig ilib.uinkhas.ac.id

3 Soepomo,. Bab-bab tentang hukum adat (jakarta: pradnya paramita, 1986), 118.
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Aspek sosiologis terkait pandangan masyarakat terhadap
pelaksanaan adopsi anak ini mereka memandang bahwa status anak
angkat tidak boleh disamakan dengan status anak kandung dan yang
paling penting bahwa pengangkatan anak tersebut harus sesuai dengan
ajaan islam yang dijalankan.® Pandangan lain dari masyarakat mengenai
pengangkatan anak yaitu mereka meyakini bahwa pengangkatan anak
sebagai bentuk pancingan untuk pasangan yang belum dikaruniai
keturunan agar cepat memiliki momongan. Tetapi hal tersebut apabila
dilihat dari segi sudut pandang medis hal tersebut hanya mitos belaka dan
belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa hal tersebut berkaitan
dengan pengadopsian anak.dan terjadinya kehamilan.*

Aspek filosofis dari wpelaksanaan pengangkatan anak yaitu

pengangkatan anak terjadi_karena beberapa aIaSérll: }\ﬁng mempengaruhi

UNIVERSITAS ISLAM NE
diantaranyd{ingdi myltam@HMﬁBstsquD[Qmarga, untuk

memperkuat ikatan perkaﬁanMaLB(eIthaBiaan dalam keluarga, dalam
lingkungan masyarakat mereka berkeyakinan dengan melakukan adopsi
anak dengan maksud dimudahkan dalam memiliki keturunan, munculnya

rasa iba pada seorang anak yang tidak terurus. contohnya anak dari

39 M. Deby Sahdan Alfaizi. “Pengangkatan Anak (Studi Di Masyarakat Duren Tiga)”
(Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 46.
S “0 Dimas Prayoga Pangestu, Murendah Tjahyani, Mutiarany, “Kedudukan Pengangkatan ,
Bl Ak Berdasarkan Itikad Baik Tanpa Penetapan Pefigadilah Di'Kampling Keboh Sayur, Kota  ¢'!h-inkhasacid
Bekasi,” Jurnal Krisna Law, no. 2( September 2023): 159.
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keluarga yang tidak mampu mengurus anaknya sendiri karena faktor
ekonomi.*

Dari segi aspek yuridis proses pengangkatan anak sering terjadi di
kalangan masyarakat tidak melalui proses peradilan formal atau dikenal
dengan istilah adopsi anak di bawah tangan dengan cara kekeluargaan
yang berujung dengan pemalsuan identitas pada akta kelahiran dan kartu
keluarga. Hal tersebut menimbulkan problematika tersendiri terutama
bagi kepentingan anak. > Maka dari itu pentingnya pelaksanaan
pengangkatan anak melalui proses peradilan formal untuk menjamin hak
anak adopsi maupun hak orang tua angkat. Di sisi lain proses
pengangkatan anak dengan,mengikuti peraturan yang ada seperti yang
tertuang dalam Undang=Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas

Undang-Undang_Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
UNRERSITAS IS£AM NECERI

memberikaKfﬁ{stmpkuA@quMﬁ@i@jmp@g tua angkat
agar di kemudian hari terLirEaeri Bbrtﬁg£masalah.

g. Regulasi Tentang Adopsi Anak
1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak
Dalam Pasal 26 ayat 1 UU Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2014 berisi Penjelasan mengenai kewajiban dan tanggung

41 Zaeni Asyhadie et al Hukum Keluarga : Menurut Hukum Positif di Indonesia
epok: Rajawali Pers, 2022), 2
st S ezl Apfriad Ke\%hba\hm #au%aﬁ "HuKutn' Pelindungan Dan’ Pengdrigkatan Anak pi - e1ib-uinkhas.acid
Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 56.
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jawab orang tua terhadap anaknya. Anak berhak diasuh oleh orang tua
kandungnya sendiri sebagai pemenuhan kewajiban dan tanggung
jawab yang dimiliki setiap orang tua yang memiliki anak seperti yang
tercantum dalam Pasal 14 ayat 1 UU Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2014. Kemudian dalam Pasal 59 UU No. 39 Tahun 1999 juga
dijelaskan terkait adanya hak anak untuk tidak dipisahkan dari orang
tuanya, kecuali adanya alasan hukum yang sah dan menunjukkan jika
pemisahan tersebut dilakukan untuk kepentingan terbaik anak.*

Jika orang tua lalai atau enggan untuk melakukan kewajiban
dan tanggung jawab terhadap anaknya, maka orang tua tersebut sama
saja dengan menelantarkan anaknya. Definisi anak terlantar telah
tercantum dalam Pasal 1 angka 6"yaitu berbunyi ‘“‘anak terlantar adalah

anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
mental, REAF HAJF ACHMAD SIDDIQ

Dari pernyatalanEdthaB, ﬂangkah baiknya apabila ada

peraturan yang membolehkan pengangkatan anak berbeda agama
dengan wali dengan syarat tidak mengubah nasab dari anak tersebut
seperti yang telah dijelaskan dalam Fatwa MUI Tahun 1984, dari pada
anak tersebut ditelantarkan, lebih-lebih tidak diakui oleh sanak

keluarga atau bahkan keluarga kandungnya.
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2) PP. No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak

Peraturan Pemerintah merupakan “peraturan perundang-
undangan yang diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia untuk
menjalankan undang-undang dengan sebagaimana mestinya.” *
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 merupakan pelaksana
dari UU No. 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang Pengangkatan
Anak termasuk persyaratan, tata cara, jenis, tujuan dan segala hal

tentang pengangkatan anak.*

Peraturan ini diundangkan agar supaya mengatasi persoalan
anak yang terlahir dalam kondisi kurang beruntung, seperti anak
jalanan, anak terlantar, yatim piatu, dan‘penyandang disabilitas. Selain

itu, syarat-syarat pengangkatan anak diperketat agar menghindari

kejahatan huHQWg%FhﬁW\S ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Peraturan Penjerintah/iniBpula yidng tidak membolehkannya
adopsi anak beda agama dengan wali. Di pasal 13 Peraturan
Pemerintah No. 54 Tahun 2007 menjelaskan syarat-syarat calon orang
tua untuk pengangkatan anak sebagai berikut :

1) “Sehat jasmani dan rohani;

2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling
tinngi 55 (lima puluh lima) tahun;

3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat;

4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena
melakukan tindakan kejahatan;

44 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

1945 j, Pasal 5 ayat (2). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
digilib.ng'éh]’lﬁdﬁﬁg'(_]uHaé'Héhhi,nﬁagaiai.ialngpaég'(@):uinkhm.ac.id digilib.uinkhas.ac.id = digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id

%5 Dr. Dani Ramdani,. Aspek Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: KENCANA, 2020), 30.
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5) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;

6) Tidak merupakan pasangan sejenis;

7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki
satu orang anak;

8) Dalam keadaan mampu ekonomi sosial;

9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua
atau wali anak;

10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak
adalah, demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan
anak dan perlindungan anak;

11) Adanya laporan sosial dari pekerja setempat;

12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam)
bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan

13) Memperoleh izin Materi dan atau Kepala Instansi Sosial.”*®

Dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 ini
menjelaskan terkait syarat orang tua boleh mengadopsi anak yaitu
harus beragama yang sama antara keduanya .
2. Tinjauan Umum Tentang Fatwa'MUI

a. Pengertian Fatwa MUI

Majelis [ UNama- Indonesia [ (VW) mMeRUrit FReraturan  Presiden

Nomor 15% M]le&%ﬂmmml&latan Majelis
EMBER

Ulama Indonesia (Perpres 151/2014) merupakan wadah musyawarah
para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat
dan mengembangkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan

nasional.*’

Fatwa MUI vyaitu keputusan atau pendapat yang diberikan MUI
terkait permasalahan kehidupan umat Islam. Fatwa MUI hanya mengikat

dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap

a6 Setneq RI, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak,
1 1€ 1
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MUI itu sendiri. Fatwa MUI tidak mempunyai legalitas untuk memaksa

harus ditaati oleh seluruh umat Islam.
b. Kedudukan Fatwa MUI Sebagai Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memaparkan bahwa
“Peraturan Perundang-Undangan merupakan peraturan tertulis yang
memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang ditetapkan

dalam Peraturan Perundang-Undangan.”

Fatwa MUI bukan termasuk hukum negara yang mempunyai
kedaulatan dan bisa dipaksa bagi seluruh rakyat:-Fatwa MUI juga tidak

memiliki sanksi dan tidak wajib ditaati oleh seluruh-warga negara. Fatwa

MUI hanya méngikat[dan ditagti [olén\kauhi fumatRislam yang merasa

mempunyaK[ﬁdL M&MMMl&IQQJQwa MUI pun
JEMBER

tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.®

c. Prosedur Penentuan Fatwa MUI
Dalam ketentuan umum Fatwa MUI, Prosedur Penentuan Fatwa
MUI terdapat pada pasal 3, 4 dan 5. Dalam pasal 3 terdapat 3 berbunyi :

1) “Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaklah
terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota
Komisi atau Tim Khusus sekurang-kurangnya seminggu
sebelum disidangkan.

2) Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (gat’iy)
hendaklah Komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan

digilib.uinkhas.ac4gl Alﬁ'ﬁH'l’NHjm‘,“T%tWa <Mj@ligr1lwt5rﬁ&i(]lndBﬁiégiali|bh{réﬁf,i':l,ergbékhflin]]'-_bélmﬁawguﬂéﬁ]ih,uinkh(b,(l(:.id
Hukum Responsif , 375-375.
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fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada nass-nya dari Al-
Qur’an dan Sunnah.

3) Dalam masalah yang terjadi Khalifiyyah di kalangan mazhab,
maka yang difatwakan adalah hasil tarjih  setelah
memperhatikan  Figh Mugaram (Perbandingan) dengan
menggunakan kaidah-kaidah Usul Figh Mugaram yang
berhubungan dengan pen-tarjih-an.”

Dalam pasal 4 menyebutkan terkait tahapan selanjutnya yaitu
komisi menetapkan Keputusan Fatwa. Pasal 4 ini berbunyi “Setelah
melakukan pembahasan secara mendalam komprehenshif serta memper-
hatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, Komisi

menetapkan Keputusan Fatwa.”

Pasal 5 ini berisi tentang isi dari penetapan Keputusan Fatwa.

Berikut isi dari keputusan‘tersebut :

1) “Setiap Keputusan Fatwa harus di-tanfizskan setelah ditanda
tangani oleh dewan pimpinan dalan bentuk Surat Keputusan

Fatwa (SKF) ERSITAS ISLAM NEGERI

KNI AR S oo

3) Dalam SKF harfusdicartufiikah, dabar-dasarnya disertai uraian
dan analisis secara ringkas, serta sember pengambilannya.

4) Setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak
lanjut dan rekomendasi dan/atau jalan keluar yang diperlukan
sebagai konsekuensi dari SKF tersebut.”

. Fatwa MUI Terkait Pengangkatan Anak Beda Agama

Dalam Islam sesama manusia kita diajarkan untuk mempunyai
sikap saling membantu antara satu dengan yang lain tanpa memandang
ras, suku, agama, bahasa, budaya dan warna kulit. Termasuk membantu

merawat anak-anak yang membutuhkan kasih sayang yang tidak didapat

digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id
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dari keluarganya. Hal ini selaras dengan isi Fatwa MUI Tahun 1984
Tentang Adopsi Anak yaitu sebagai berikut:

1) “Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah yang lahir
dari perkawinan (pernikahan).

2) Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus
hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya
adalah bertentangan dengan syari’ah Islam.

3) Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab
dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk
memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh
kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji
dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.

4) Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain
bertentangan dengan WUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan
martabat bangsa.”*°

Dalil-dalil beserta Tafsir, Tentang Adepsi Anak:

a) Al-Qur’an Surat Al-Ahzab [33]:4
Al sl s S i e £ 41 s
(J_—_d’; (‘i_"\:’\ r&:;\.&;\ J.’-.> 5 r}bﬁp e Qj)@_b.,
UNWENSKM;S}ESB@M@EGEBEB@% JERJe
Art#g/IaA“giay]éJ A menMénDan§klngI atmu sebagai

anak k ndtin (ée yang demikian itu hanyalah

perkataanmu dlmulut saja Dan Allah mengatakan yang
sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.”>®

Pada ayat ini, Allah menjelaskan bahwa Dia tidak

menjadikan dua hati dalam satu tubuh sehingga tidak mungkin

pada diri seseorang berkumpul iman dan kafir. Jika seseorang

beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tentu di dalam hatinya

tidak ada kekafiran dan kemunafikan, walaupun sedikit, dan ia

9 Fatwa MUI Tahun 1984. Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984
JumadllAkhlr 1404 H./Maret 1984. ‘ S S S .
digilib.uinkhas 1(50]De$af{éméﬁ ]Agayné RI(]IAI Ql]lfkéﬂh]ﬁ(a':ﬁ] Té}jﬁméﬁaﬁi](gdhddngq'?*["S%Fﬁ?f'ﬁﬂilméafé]'h‘“”’]\'h"“\"‘“""d
Arkanleema, 2009), 418.
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tentu mengikuti Al-Qur'an dan sunah Rasulullah, menyeru
manusia mengikuti jalan Allah, mengikuti hukum-hukum-Nya
dan berserah diri hanya kepada Allah. Sebaliknya jika seseorang
itu kafir atau munafik, tentu di dalam hatinya tidak ada iman
kepada Allah dan Rasul-Nya dan dia tidak akan bertawakal
kepada Allah. Dengan kata lain, mustahil berkumpul pada diri
seseorang dua buah keyakinan yang berlawanan, sebagaimana
tidak mungkin ada dua hati di dalam satu tubuh manusia. Pada
akhir ayat ini, Allah menegaskan lagi bahwa perkataan suami
bahwa istrinya haram dicampurinya sebagaimana ia haram
mencampuri “ibunya, dan perbuatan’ mengangkat anak dan
menjadikan’kedudukannya sama dengan anak sendiri (kandung)

adalah ucapan lidah saja, tidak memEu(riﬁ;lIi{ldasar agama atau

UNIVERSITAS ISLAM N
pikiFel $ehof et TR FId8iT 3 RIEDEIBégataken orang

lain ayah dari] sEor% anﬁ l}‘:ka bukan keturunannya,
sebagaimana tidak mungkin pula seseorang ibu mengatakan ia
adalah ibu dari seorang anak, padahal ia tidak pernah
melahirkannya. Oleh karena itu, Allah mengatakan perkataan
yang benar dan lurus, maka ikutilah perkataan itu dan turutilah
jalan lurus yang telah dibentangkan-Nya. Dengan turunnya ayat
ini, maka hilanglah akibat-akibat buruk yang dialami oleh istri-
istri karena zihar suaminya dan haramlah hukumnya mengangkat

anak dan menjadikannya mempunyai hukum yang sama dengan

digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id ~digilib-uinkhas.ac.id “digilib.uinkhas.ac.id
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anak kandung. Adapun memelihara anak orang lain sebagai amal
sosial untuk diasuh dan dididik dengan izin orang tuanya sendiri,
tanpa waris-mewarisi, tidak menjadikannya sebagai mahram
sebagaimana status anak kandung, dan masih dinasabkan kepada
orang tuanya, maka hal itu tidak diharamkan, bahkan mendapat

pahala.

by Al-qur’an surat al-ahzab [33]: 5
- o . 1 p G;ﬁ‘, _ /:E s TG s P
el UGS ol i e LI B RS
)‘2/3;"’,.», P ,a’,c,) PP AT . 5 8 227
Hb\wc\";éﬁj& ey 909 L}”'ZA\@&“&JB}\;

27 }S,a///c” ;’3>/5//S 1.
o 1 gas Al OF; o= )15 S8 L =l e
Artinya: “Panggtlansmereka (anakangkat). itu dengan memakai
nama bapak-bapak.mereka, itulah yang paling adil
dihadapan allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-
bapak “mereka, “maka “(panggilaht mereka sebagai)

U%ﬁ@ﬁ%ﬁan . ,&Rﬂ IQEEEEP (hamba sahaya
KIAS bt iGN SD A Ghemerintankan

kepada kaum mulsliﬁ‘in%tlﬁ n]r:(;na%bkan anak mereka kepada
ibu dan bapaknya saja sebab anak tersebut berasal dari tulang
sulbi  bapaknya, sedangkan ibunya mengandung dan
melahirkannya. Termasuk hukum Allah yang wajib ditaati untuk
seluruh kaum muslimin yaitu menasabkan anak kepada orang tua
kandungnya. Sebaliknya menasabkan anak kepada orang lain
yang bukan orang tuanya bukanlah hukum Allah, tetapi adalah

hukum vyang dibuat-buat oleh manusia sendiri, sehingga
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hukumnya haram. Pendapat ini disepakati oleh kebanyakan ulama
yang mengatakan “Mengangkat anak” sehingga kedudukan anak
angkat itu sama hukumnya dengan kedudukan anak kandung,
seperti berhak mewarisi, menjadikan hubungan mahram, dan
sebagainya termasuk dosa besar. Pengangkatan anak oleh
seseorang kepada anak dan menasabkan anak itu kepadanya
sehingga sama hukumnya dengan anak sendiri (kandung),
mempunyai hak waris, menjadi mahram dan kerabat, hukumnya
adalah haram. Adapun jika seseorang mengambil anak dan
memperlakukannya seperti anak 'sendiri, tetapi tidak menasabkan
anak itu kepadanya,dan tidak menyatakan sama kedudukannya
dalam hukum  dengan anak® sendiri,  maka Allah tidak

mengharamkannya. Ayat _ini meneran%kén bahwa jika seorang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
anakCfidek PG pNDe] AR IS TIPHTINAE) oleh seorang

muslim yang IainJ rrEkaMJb&gEq meeIiharaan dengan anak itu

adalah hubungan saudara seagama atau hubungan tuan dengan
maulanya (hamba yang telah dimerdekakan). Oleh karena itu, dia
harus memanggil anak itu dengan sebutan ‘“saudara” atau
“maula”. Orang lain pun diharapkan untuk menyebutnya
demikian, umpamanya “Salim maula Huzaifah”, karena Salim ini
sebelum datangnya agama Islam adalah budak Huzaifah yang
tidak dikenal bapaknya. Allah lalu menutup ayat ini dengan

menyatakan bahwa semua perbuatan dosa seperti menasabkan

digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id "digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id
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seorang anak kepada yang bukan ayahnya yang dilakukan
sebelum ayat ini turun, asalkan dihentikan setelah turunnya, akan
diampuni Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

kepada hamba-hamba-Nya.

¢) Al-qur’an surat al-ahzab [33]: 40

Artinya: “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang
laki-laki diantaranya, tetapi ia Rasulullah dan penutup
Nabi-Nabi. Dan Allahh Maha Mengetahui Segala
Sesuatu.”>?

Tafsir dari ayat_ini Tatkala Rasulullah menikahi Zainab,

banyak orang munafik yang mencela pernikahan itu karena

dipandahg Seagat Merfikani bek tsiak Bendiri. Maka Allah

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
menurunkan ayatJmEyaRH nﬁn)ﬁtalﬁn bahwa Nabi Muhammad

saw tidak usah khawatir tentang cemoohan orang-orang yang
mengatakan bahwa beliau menikahi bekas istri anaknya, karena
Zaid itu bukan anak kandung beliau, tetapi hanya anak angkat.
Muhammad saw bukan bapak dari seorang laki-laki di antara
umatnya, tetapi ia merupakan utusan Allah dan nabi-Nya yang
terakhir. Tidak ada nabi lagi setelah beliau. Nabi Muhammad saw
itu adalah bapak dari kaum Muslimin dalam segi kehormatan dan

kasih sayang sebagaimana setiap rasul pun adalah bapak dari

digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id _digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id
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seluruh umatnya. Muhammad itu bukan bapak dari seorang laki-
laki dari umatnya dengan pengertian “bapak” dalam segi
keturunan  yang  menyebabkan  haramnya  mushaharah
(perbesanan), tetapi beliau adalah bapak dari segenap kaum
mukminin dalam segi agama. Beliau mempunyai rasa kasih
sayang kepada seluruh umatnya untuk memperoleh kebahagiaan
hidup di dunia dan akhirat, seperti kasih sayang seorang ayah
ternadap anak-anaknya. Anak laki-laki Nabi saw dari Khadijah
ada tiga orang, yaitu Qasim, thayyib, dan thahir, semuanya
meninggal dunia sebelum balig. Dari Mariyah al-Qibthiyah, Nabi
memperoleh seorang anak laki-lakisbernama Ibrahim yang juga
meninggal ketika masih kecil.-Di samping tiga anak laki-laki,

Nabi saw N?Vgﬁrgﬁ)%rxgl Ieén ﬂﬂ]é{l{}(@eremﬁuan dari Khadijah,

vaitf ZAirati-| Rudkysals; Mvih KIS 1) a1 (ethimeh. Tiga
yang pertama nJenEagM ﬁbeﬂlrrRNabi wafat. Allah Maha

Mengetahui segala sesuatu tentang siapa yang diangkat sebagali
nabi-nabi yang terdahulu dan siapa yang diangkat sebagai nabi

penutup.

d) Sabda Nabi Muhammad SAW

Jo}//// - - s A& So- . ¥ 0 -

(owu\j))ﬂft}\wjﬁju,&sdu\&)u,wj

Artinya: “dan Abu Bakar Ra. Sesungguhnya ia mendengar Rasul
bersabda: “Tidak seorangpun mengakui
(membangsakan diri) kepada yang bukan ayah
digilib.uinkhas.acid  digilib.uinkhas.ac.iiSEbeNarnya;. sedanguiaitahunbahwa itui:bukan.ayahnya;ib vinkhas.acid
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melainkan ia telah kufur ( HR Bukhari dan
Muslim.)””%
ey Sabda Nabi Muhammad SAW

o - & - Ror ° o~ o -

8 o S@s 0 - o/}oz 2, 8 0 - /}/ 9/ o s @0 -

o\j))vxﬁMWum,}mHﬂ J‘“J“"‘f“‘éj‘u“"
CLlESA

Artinya: “Dari Sa’ad bin Abi Waqqas Ra. Bahwa Rasulullah
SAW bersabda “Barang siapa yang mengakui
(membangsakan diri) kepada bukan ayahnya padahal ia
tahu bahwa bukan ayah kandungnya, haram baginya
surga (HR Bukhari dan Muslim)%*

fy Sabda Nabi Muhammad SAW :

\ Lo & <A ;0 0 @~ - Ror ,\ s o R °or o -

&2 080 o - - @ - & 0 - 0- @ 80 80 . @8 o B o

U‘JLS‘Jj(;}MJJJJU‘O);JJL{LAHM}w&Mw

(s \=dl o‘j))(a.})\ Lo Lodl oa F_@L;\J_B} o2 5530)

Artinya: “Dari Abdullah*bin Umar.binsKhattab Ra. Sesungguhnya
iasberkata:«“Kamitidakememanggil Zaid bin Haitsah
melainkan (kami® panggil) Zaid, bin Muhammad,

sehingga turun ayat Al-Qur’an : Panggilah mereka

Ubengan naia’ayah>(kahbiiny mlereka), itulah yang lebih

9) Dal!ﬁl&gmx ﬂ@ﬂ@ﬁ%ﬂﬁ?@!@md 2, oleh

Muhammad Ali As-$Sablii dijelaskafsebagai berikut :
g i) G2 dlaomy () Jlal S Y o) LS
S e sm g anl b LA A 48 OV LY

Artinya: “Sebagaimana Islam telah membatalkan Zihar, demikian
pula halnya dengan tabanni (mengangkat anak),
Syari’at Islam telah mengharamkannya, karena tabanni
itu menisbahkan seorang kepada yang bukan bapaknya,
dan itu termasuk dosa besar yang mewajibkan

53 Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim, Terj.
Kathur Suhardi (Jakarta: Darul Falah, 2002), 827.

54 Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim, Ter;j.
Kathur Suhardi (Jakarta: Darul Falah, 2002), 834.
digilib.uinkhas.acssl ydin DARGHAR “MUhatmmad Bin Tsiiail ALBUKHAN“SHaRih BakHar! Terj  Athrag b vinkbasacid
Sunarto DKk, Jilid VI (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), 384.
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pelakunya mendapat murka dan kutukan Tuhan.
Sesungguhnya Imam Bukhari dan Muslim telah
mengeluarkan hadist dari Sa’ad bin Abi Waqqgas RA.
Bahwa Rasulullah SAW bersabda : “barang siapa yang
mengakui (membangsakan diri) kepada yang bukan
ayahnya, maka wajiblah ia mendapat kutukan Allah,
Malaikat-Malaikat, dan sekalian manusia, serta Allah
tidak menerima dari padanya tasarruf dan
kesaksiannya.””

h) Mahmud Syaltut dalam bukunya Al-Fatwa, halaman 292 menulis:
“agar dapat mengetahui hukum Islam pada masalah tabanni
dapat dipahami tabanni terdapat dua bentuk. Salah satunya
bahwa seseorang mengambil anak orang lain untuk
diperlakukan seperti anak kandung, dengan maksud
memberi kasih sayang, nafkah pendidikan dan keperluan
lainnya, serta secara. hukum anak itu bukan anaknya.
Tabanni seperti ini adalah perbuatan yang pantas dikerjakan
olen mereka orang-orang yang luas rezekinya, namun ia
tidak dikarunial anak. Mengambil anak orang lain yang
memang kenyataannya perlu, mendapatkan rasa kasih
sayang ibu=bapak (karena yatimspiatu), atau untuk mendidik
dan memberikan kesempatan-belajar kepadanya. Karena
orang/tua kandung anak-yang bersangkutan tidak mampu
(fakir miskin). Tidak diragukan lagi bahwa usaha semacam

%makmrb an§ ?\/ltel}\]pEb dan dianjurkan oleh
KIAd HA{I%OHM%D‘@IDM ebagian dari

maca depanrydagsd melasaban ketenangan hcp
Dengan adanya pernyataan di atas maka Islam
membolehkan pengangkatan anak beda agama dengan calon
orang tua angkatnya dengan maksud mengasuh dan

memeliharanya tanpa mengubah nasab.

digilib.ui nkhas.a(‘sh]Mdeddu gb&lﬁjt‘,{ ﬂl—l’—*‘a\fé{\'/\}aiI’I;éfj“BU&arﬁiW'lGéﬁbl(f}aKéﬁfé émléﬁBliH;t]éhg;ulg]gS)]'ml] ib.uinkhas.ac.id
292,



BAB IlI

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini memakai jenis
Yuridis Normatif. Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa data untuk
memperoleh hasil yang ilmiah. Peneliti menggunakan penelitian Yuridis
Normatif yang sering Kkali  dikonsepkan sebagai sesuatu Yyang
melekat. °” Penelitian hukum normatifyini membentuk metode untuk
memunculkan aturan, prinsip maupun doktrin-doktrin yang ada pada hukum

untuk bisa memberi tanggapan.®®
Pendekatan penelitian™wini, menggunakan  pendekatan perundang-

undangan (statue Approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach.

Pendekatan perundaﬂé—bﬂ&éﬁéﬁﬁmlwmgﬂglmemakai legislasi
SIDDI

dan regulasi terkalt engan |JI ékum Pene t| Juga memakai pendekatan
perbandingan (comparative approach), pendekatan ini ialah pendekatan yang
dilakukan dengan menggunakan studi perbandingan hukum. Gutteridge
berpendapat bahwa pendekatan perbandingan hukum merupakan suatu metode

studi dan penelitian hukum.®

57 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 45.

58 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 49.

59 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2019)
,136.

digilib.ui ”]‘h‘““‘GUIPefEF'M’aﬁ'h‘iﬂd‘Méfﬂuki],'*F’@Héﬁ'ﬂéﬂﬁﬁ&kﬁm,‘l(ﬂﬂﬂéfféﬂthﬁuf‘P}erfﬁﬁﬁ]éﬂié lé]}olurjltzblgblm] ib.uinkhas.ac.id
172,
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B. Sumber Bahan Hukum
1. Bahan hukum Primer yang diambil dari Peraturan Perundang-undangan
(Statue Approach) tentang Pengangkatan Anak di Indonesia yang meliputi:
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak, Fatwa MUl Tahun 1984, Undang-Undang
Perlindungan Anak, Hukum Islam, Fikih Islam, dan dari sumber Al-Qur’an.
2. Bahan hukum sekunder yang ada pada penelitian ini memberikan
pemaparan tentang hukum dari dokumen yang tidak resmi seperti produk
penelitian atau karya ilmiah yang berkorelasi dengan pengangkatan anak
angkat.%!
C. Teknik Pengumpulan Bahan'Hukum

Pada teknik pengumpulan bahan hukum ini dijelaskan mengenai teknik

pengumpulan bahandﬁlﬂ}%l%/g?% Adégngk[irl]\/ls[e\ﬁ)](g,‘r&E(fl)glservasi partisipan,
wawancara men@[dﬂ%@@“ﬂﬁe&@ﬂy[@mm hukum

yang saya pakai dalam penelitiln Wi:M B ER
1. Dokumentasi
Metode dokumentasi merupakan metode dengan mencari data terkait
hal-hal semacam catatan, buku, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat,

agenda dengan disertakan beberapa foto kegiatan.®®

61 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta timur: Prenamedia Group, 2019) ,
196.
52 Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis IImiah (Jember: Institut Agama Islam Negeri
Jember 2020), 47.
digilib.uinkhas. “63]Suﬁéf§i‘fﬁi”APrkUﬁtd Prosedur Penelitian SUatl Pendekatan Praktek’ (Jakartd: Rineka > 1inihasacid
Cipta 2006), 231.
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Teknik pengumpulan data yang dipakai untuk penelitian ini yaitu
dengan mengumpulkan informasi-informasi terkait kasus yang saya teliti,
seperti dari jurnal, artikel, dan berita mengenai kasus tersebut. Selain itu
pada pembahasan yang lain memakai rujukan dari buku, Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, dan fatwa MUI Tahun 1984.

D. Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum yang dipakai dalam penulisan ini merupakan
analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang telah terkumpul dan
diolah berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan
kalimat-kalimat sehingga didapatkan hasil bahasan yang sistematis dan dapat
dimengerti.®*

E. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam tahapan]iqiipienielaskas konsephuntuk: penglitian ini, mulai dari

penelitian pendam #&%MHMAR@JRD&QNM hingga
EMBER

pada penulisan laporan.®® Adapun tahap-tahap penelitian sebagai berikut:

1. Tahap Pendahuluan
Pada tahap ini peneliti mencari masalah yang cocok untuk dibahas,
menetapkan fokus masalah dari permasalahan tersebut, kemudian menyusun
rencana untuk kelangsungan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

84 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
. 2007), 10. o o o o .
<11}4‘1111).mnkhas.aceg]-l—ihlllgﬁ&hyugﬂhlys.peldomaﬁllkawéhfruixi“su‘Im(i]éﬁ]|kjémlﬂé?_j.;Ihghtu{lgA@aw.iéHigra%.uNeg]éﬂ]lh,u|nkh(l>,(l(:.ld
Jember, 2020), 48.
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Di bagian ini peneliti mengumpulkan sumber data yang dipakai
sebagai bahan penelitian dan menganalisis bahan hukum tersebut dengan
kasus yang dikaji.

3. Tahap Laporan

Tahap akhir ini merupakan tahap dimana peneliti membuat laporan

dari hasil penelitian yang sudah siap untuk ditarik kesimpulan dan siap

untuk mengkonsultasikannya kepada dosen pembimbing.

§|v|,4-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id
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PEMBAHASAN

A. Adopsi Anak Beda Agama Dengan Wali Dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak Dan Fatwa MUI
Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak
1. Adopsi Anak Beda Agama Dengan Wali Dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak

Pada dasarnya adopsi anak ialah pengalihan kekuasaan pada anak
dari orang tua kandung atau wali yang sah kepada orang tua angkat.
Sebutan bagi adopsiyanak dalam hukum~disebut.dengan pengangkatan

anak atau anak angkat. Adopsi adalah kata istilah_atau kata lain dari

pengangkatan a@NIVEﬂWSa@E%WWE@E‘m sebuah keluarga
merupakan IKIAIJ H&Ha%ﬂ Iﬁm adopsi anak

inilah orang tua angkat alJanEé)erIt\gInggmg: javfsab atas anak yang diangkat
layaknya orang tua kandung atau wali. Orang tua angkat memiliki
kewajiban terhadap anak untuk mengasuh, memelihara, mendidik,
melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan,
bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
memenuhi pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada

anak.%’

S 6 Zaeni Asyhadie et al., Hukum Keluarga : Menurut Hukum Positif di Indonesia .
dlgllll).\(Déb@k;.chgjaWéf”]I}yéfg}]é@gg)';|269<.]lgllﬂ).umklnn.ac.nd digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id
57 Dani Ramdani., Aspek Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: KENCANA, 2020), 138.
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Adopsi anak lumrah dilakukan antar keluarga dekat dan dilakukan
secara langsung dengan begitu minim akan resiko karena sudah saling
mengenal dan mempercayai antara satu dengan yang lain. Pengangkatan
anak terjadi karena beberapa alasan yang mempengaruhi diantaranya ingin
mempertahankan garis keturunan atau marga, untuk memperkuat ikatan
perkawinan atau kebahagiaan dalam keluarga, dalam lingkungan
masyarakat mereka berkeyakinan dengan melakukan adopsi anak dengan
maksud dimudahkan dalam memiliki keturunan, munculnya rasa iba pada
seorang anak yang tidak terurus. contohnya anak dari keluarga yang tidak
mampu mengurus anaknya sendiri karena faktor ekonomi.%® Di Indonesia
adopsi anak diatur dalamuPeraturan Pemerintah- Nomor 54 Tahun 2007

Tentang Pengangkatan anak. Didalam peraturan tersebut telah menjelaskan

mulai dari definisi, tujuan, jenis, syarat-syarat, tata cara, bimbingan, dan
BRIVER ST ST AN NECERT
pengawasan fialafpImplakykinadopsipei’D SIDDIQ
JEMBER

Proses pengangkatan anak sering terjadi di kalangan masyarakat
tidak melalui proses peradilan formal atau dikenal dengan istilah adopsi
anak di bawah tangan dengan cara kekeluargaan yang berujung dengan
pemalsuan identitas pada akta kelahiran dan kartu keluarga. Hal tersebut
menimbulkan problematika tersendiri terutama bagi kepentingan anak.”

Maka dari itu pentingnya pelaksanaan pengangkatan anak melalui proses

68 Zaeni Asyhadie et al., Hukum Keluarga : Menurut Hukum Positif di Indonesia
(Depok: Rajawali Pers, 2022), 270.
o % Dani Ramdani., Aspek Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: KENCANA, 2020), 26. .
<]1g1111).111nkhax.atj‘mlAh(}ﬁaHlKélry.hhzbéhlml IJ—'Lét'L'J]iléﬁ,]”Hﬁkuﬁ’n'lbeliHﬂﬂ'ﬁgéhl‘béfrt‘Péhgé]r“f’gkh’fﬁH])&hak‘Ui digilib.uinkhas.ac.id
Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 56.
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peradilan formal untuk menjamin hak anak adopsi maupun hak orang tua
angkat. Di sisi lain proses pengangkatan anak dengan mengikuti peraturan
yang ada seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak memberikan kepastian hukum bagi anak adopsi dan

orang tua angkat agar di kemudian hari terhindar dari berbagai masalah.

Peraturan Perundang-Undangan Tersebut Adalah Peraturan
Pelaksanaan Terkait Pengangkatan Anak Yang Diatur Dalam Undang-
Undang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007
Tentang Pengangkatan Anaki inif dibuat Sebagai bentuk pelaksanaan dari
Undang-undang Nomer:23. Tahun 2002 Tentang-Perlindungan Anak yang

diundangkan dengan maksud mengatasi persoalan,anak yang terlahir

dalam kondisi kurang beruntuno/seperti anak jalanar; &iak terlantar, yatim

piatu, dan Ma%]&ﬂgwp sﬁl@@algpengangkatan
EMBER

anak diperketat agar menghindari kejahatan human trafficking. Maka dari
itu peraturan pemerintah ini menjadi penting untuk mengatur persoalan
mengenai  pelaksanaan  pengangkatan anak demi  mewujudkan

kesejahteraan bagi anak.

Dalam Pasal 12, 13, dan 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak secara umum ditentukan syarat-

syarat pengangkatan anak yang lain:

digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id
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1. Syarat bagi anak yang akan diangkat
a. “Belum berusia 18 tahun
b. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan
c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga
pengasuhan anak
d. Memerlukan perlindungan khusus”

Usia anak angkat tersebut meliputi:’

a. “Anak belum berusia 6 tahun, merupakan prioritas utama

b. Anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun,
sepanjang ada alasan mendesak

c. Anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun,
sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.”

2. Syarat Bagi Calon Orang Tua Angkat

“Sehat jasmani danfrohani

Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
Beragama samadengan calonanak angkat

Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena
melakukan tindak kejahatan

Berstatus menikah paling singkat 5 tahun

Tidak merupakan pasangan/sejenis

Tidak atau belum mempunyal anak atau hanya mempunyai
satu anak

h. Dal

I. mmeﬂggqﬁimﬁ% tertulis orang tua

Katéulwi Anpk ACHMAD SIDDI

j. Adanya Iap r (3543 ﬁ jaan sosial setempat.

k. Membuat Eya rttlis* bahwa pengangkatan anak
adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan
dan perlindungan anak.

I. Telah mengasuh calon anak paling singkat 6 bulan, sejak

izin pengasuhan diberikan.
m. Memperoleh izin Menteri atau Kepala instansi sosial.”

oo

Q@ —h o

Dari penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007
tentang Pengangkatan Anak yang membahas tentang pengangkatan anak
maka jika dikaitkan dalam pelaksanaan pengangkatan anak bagi calon

orang tua angkat dengan calon anak angkat sesuai dalam ketentuan syarat

dig‘ilil).uinkhax.acm]Sethéailplli:ﬂﬁéfafﬂ]idn ﬁ%@“ﬁt‘éﬁdNﬁlgll *&éHUhuizbb7s.fréhltaﬁagi},iéhﬁahbk*atﬁd(lp\ﬁgki’]ih,ui11kha>,a(:.id
Pasal 12 ayat (2)
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bagi calon orang tua angkat tertulis secara jelas dalam Pasal 13 Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dijelaskan
bahwa salah satu syarat untuk mengadopsi anak yaitu wajib bagi calon
anak angkat dan calon orang tua angkat untuk menganut agama yang
sama.

Terbitnya pasal 13 tersebut agar memberikan kemudahan pada
proses tahapan pengangkatan anak yang dilakukan melalui peradilan,
kepala desa, dan beberapa instansi sosial dan pekerja sosial. Sebab lain
yang menjadi alasan adanyal pasal ini yaitu demi mewujudkan
kesejahteraan bagi anak yang akan diadopsi walau banyak peraturan yang
mengatur terkait pengangkatan anak. Dengansberbagai peraturan tersebut
diharapkan tidak adanya permasalahan®yang menjadi hambatan bagi

pelaksanaan pengangkatan ana
ONISERE P A 1sSLAM NEGERT

MelfigAL3r]Fhde] B YATD B4 f0A Be@EITREGyrintah Nomor

54 Tahun 2007 Tentang beEgaM&aﬁn EnaR bahwa apabila anak tidak
diketahui asal-usulnya maka agama anak tersebut mengikuti agama
mayoritas dari penduduk sekitar. Sementara alasan peraturan ini
menerbitkan pasal yang membahas terkait pengadopsian anak harus
memiliki agama yang sama antara calon orang tua angkat dan salon anak
angkat agar meminimalisir terjadinya isu-isu pemaksaan agama. Oleh

karenanya penting memperhatikan kepentingan yang terbaik anak.”?

72 Ardhian Cah%/awuaya Muzamml Legalltas Adopsi Anak Dengan Perbedaan o
il R R DA DA IR TSN DUR PSSR IO * (Skripsi U iag e disilib-uinkhas.acid

Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta ), 43.
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Tetapi menurut analisa penulis adanya Peraturan mengenai syarat
bagi calon orang tua angkat untuk memiliki agama yang sama dengan
calon anak angkat tersebut tidak sesuai dengan asas keadilan yang terdapat
pada teori cita hukum. Seharusnya diterbitkan juga peraturan mengenai
pelaksanaan pengangkatan anak bagi yang memiliki perbedaan agama
apabila pengangkatan anak tersebut boleh dengan syarat mempunyai
hubungan kekerabatan atau telah mendapat persetujuan dari orang tua

kandung anak tersebut.

2. Adopsi Anak Beda Agama Dengan Wali Dalam Fatwa MUI Tahun
1984 Tentang Adopsi Anak
Fatwa merupakan nasehat para ulama sebagai jawaban terhadap

suatu permasalahan dan tidak mengikat, dengan pengecualian

diberlakukan OI%IQW?E@R@WA&% qgt%dm%ﬁﬁgq@ Fatwa ini tidak
lebih dari seﬁ[ﬁ{er{dﬁﬁﬁu&@}l}MAﬂi@[E@b@h diikuti atau

tidak diikuti. Menurut WIJ. I'EOOM‘ tﬁuaﬁteﬁ)entuknya MUI yaitu untuk
melenyapkan ancaman politik umat Islam dan legitimasi beberapa
kebijakan keagamaan bagi kepentingan penguasa.’

Adopsi atau pengangkatan anak telah diatur dalam
agama Islam. Islam bukan hanya mengajarkan hubungan vertikal antara
manusia dengan Penciptanya saja akan tetapi kita diajarkan hubungan
antara manusia dengan manusia dan alam sekitar. Seperti halnya Adopsi

atau pengangkatan anak. Adopsi anak telah diatur dalam Al-qur’an dan

digilib.uinkhas.acygl Ag“gl] defw&}hb\,mbilnam‘rkabFét\)\]ia“ﬁa‘fém dHﬂl&uﬂﬁnlﬁﬁdglﬁfHkM&Iéﬂé’U Illﬂam\pulbthHé‘T"‘,] ib.uinkhas.ac.id
2020), 1.
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Sunnah Rasul dengan berbeda tujuan dari adanya lembaga pengadopsian
anak menurut pemahaman umum yang ada saat ini.”

Sebagaimana yang terdapat dalam dalil Fatwa MUI Tahun 1984
Tentang Adopsi Anak yang diambil dari Al-Qur’an ketentuan tersebut

terdapat dalam Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 sebagai berikut:

uﬁ@-’ﬁf‘r&;}}‘d’;ujwfdww&) Dl Jaz G
i

r&j}g r&)‘.} ;L:.,j (:59\4&3 J.A.’- LA) ::bﬁé—ﬁ’ :‘/ ﬁT 3.2.15
Tz . 3. & . 3% Af 2
Tl onis 55 347 0,8 & 2l

Artinya: “Allah SWT. Tidak sekali-kali menjadikan bagi seseorang dua
buah hati dalam_rongganya, dan_Diartidak menjadikan istri-
istrimu yang kamu. Zhihar itu_sebagai ibumu dan Dia tidak
menjadikan..anak-anak"vangkatmu.sebagai anak kandungmu
(sendiri)« Yang demikianvitu hanyalah perkataanmu dimulut
saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia

menunjukka fAkS[([§aE b8daA] NEGERI
5 s KIALHAIL A%HEMM@D SL:E)I,%W e
=5 b\ui\;;r_c:w’ 2555 o
L5 15,8 407 55 ;-f=e;b S

Artinya: “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai)
nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah
SWT. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka,
maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama
dan maula-maulamu. Dan tidak dosa atasmu terhadap apa yang
kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya apa yang
disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun Lagi
Maha Penyayang.”

digilib.uinkhas.aczid Lufljkl]bllé]ljill(hmollgd:l Hﬂk'dhll’ﬁéhbﬁhﬁk&kaﬁhﬁ\'ﬁak"[j]h‘fhdbﬁbsw{l%@’c“1”](13?:‘Inddﬁg Lb:‘li-]ih,uinkhm,a(:.id
Citra Aditya Bakti, 2011), 89.
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Ibnu Katsier menafsirkan terhadap kedua ayat di atas yang
membahas terkait dua adat kebiasaan yang dilakukan pada zaman jahiliyah
yang dibenarkan dan ditentukan hukumnya sesuai dengan fitrah yang ada
dalam agama Islam. Yang dimaksud kedua adat yaitu zhihar dan adat
memungut anak angkat. Ayat di atas tidak dibenarkan jika anak angkat

disamakan dalam statusnya seperti anak kandung.”

Adopsi anak dalam Islam yaitu mengambil anak atau mengangkat
anak orang lain seperti anaknya sendiri dan berlakunya segala ketentuan
hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat yang bertujuan
agar supaya hak anak tidak terbengkalal sehingga masih ada orang tua
angkat yang memilikirkewajiban atas pertumbuhanrserta perkembangan

anak yang tidak ., memutuskan “hubungan hukum, dengan orang tua

kandung, tidak méngoantizrasa ahak kepadanorang-twa angkat dan tidak

menjadikan mlaﬂéueémmpgl(}egala haknya

] EM B E R

termasuk dalam perkara waris."®

Beberapa ulama fikih setuju dengan pernyataan hukum Islam
mengakui terkait adanya lembaga pengangkatan anak yang memiliki
akibat hukum tidak terikat anak dari hukum kekerabatan orang tua
kandungnya dan masuk dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya.

Hukum Islam sekedar mengakui pengangkatan anak tersebut bahkan

> Lulik Djatikumoro, Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia, cet 1 (Bandung: PT
Citra Aditya Bakti, 2011), 92.
6 Sasmiar “Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah
No. Tentan Pengangkatan Anak, Jurnal IImu Huk 6,
”’wctblswmtﬂha rigfiticom bdﬁ‘alﬁubficg Toh&/A3267-1D- béﬁaaﬁuka‘faﬁ Hridk-difinjati-cer -2l vinkbas.ac i
islam-dan-peraturan-pemerintah-no54-tahun.pdf



https://media.neliti.com/media/publications/43267-ID-pengangkatan-anak-ditinjau-dari-hukum-islam-dan-peraturan-pemerintah-no54-tahun.pdf
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menganjurkannya, dengan maksud pemeliharaan anak dengan status
kekerabatan yang tidak berubah ada di luar lingkungan keluarga orang tua
angkatnya dengan sendirinya tanpa akibat hukum. Anak dan orang tua

kandung tetap menjadi kerabat tanpa mengubah nasab.”’

Diharamkan dalam melakukan pengadopsian anak menasabkan
anak angkatnya kepada orang tua angkat. Islam memerintahkan untuk
menasabkan anak tersebut tetap pada orang tua asli atau orang tua
kandungnya lebih lebih sampai melakukan tawaruts atau disebut juga
saling mewarisi. Ketika Allah SWT me-naskh hukum anak angkat, Allah
SWT membolehkan untuk menikahi istri anak angkat atau sebaliknya.®
sebagaimana yang ‘tercantum ‘dalam firman Allah 'SWT dalam Qur’an

Surat Al-Ahzab ayat 37:

oo UNIVERSITAS ISLAMNECGERL .
mm KEHMAD-SIBT 2=

wwu\y\ BT 81 T FuR \umdyw

/95/ ,/, 2w B

Gﬁi‘éi}&s&éiﬂ&éa& PRYRG PN
Vsaia & \f\u\g\y“’ @sﬁ;@;\;gsi

Artinya: “Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya
(menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya
tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-
istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu
telah menyelesaikan keperluannya dari pada istrinya.”

77 Zaeni Asyhadie et al., Hukum Keluarga : Menurut Hukum Positif di Indonesia
epok: Rajawali Pers, 2022), 275 o ‘ S , S ' o .
i 78! Zabii Nsytiadie et al’l“ Hukii Kelusrga! s Merltt Wiiikuri “Positif d Intlonggial b v has acid
(Depok Rajawali Pers, 2022), 276.
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Surat Al-Ahzab ayat 37 ini turun untuk menjelaskan kepada Zaid
bin Haritsa berusaha dengan keras untuk mempertahankan keutuhan rumah
tangganya denga Zainab binti Jahsy. Tapi akhir dari rumah tangga tersebut

tidak mampu dipertahankan.

Islam menyebut pengangkatan anak dengan tabanni. Muhammad
Ali As-Shabuni berkata “sebagaimana Islam telah membatalkan zihar,
demikian pula halnya dengan tabanni. Islam melarang tabanni yang
mengubah nasab asli anak kepada yang bukan ayah kandungnya dan hal
tersebut merupakan perbuatan dosa besar yang diharuskan orang yang
dengan sengaja melakukan perbuatan itu mendapat murka dari Allah
SWT.”"® Pernyataanitersebut sésuai dengan Sabda-Rasulullah Saw sebagai

berikut;

“Barang] $tdp¥ F#ng [figrnaigdil\(wichdakwakean) dirinya sebagai
ana i rang a Ma kepadanya
ditimlL ﬁml&mﬁs dan manusia
seluruhnya. Kelalj pada Rari Kianpat Allah tidak menerima darinya
amalan-amalannya dan kesaksiannya.” (HR Muslim)®

Hal demikian sangat bertentangan dengan ajaran yang terdapat
dalam syariat Islam sehingga muncul kritikan. Seperti dalam hadist yang
ada pada Fatwa MUI Tahun 1984 Rasulullah pernah berkata dalam hadis

yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Imam Bukhari :

2 # o s op ged s ey e ) (o G e il e ) ) 3 gl oo
(dl".‘.ﬂﬂ‘dj))f{y“*hﬂfjg‘

7 Muhammad Ali As-Shabuni, Rawa’il Bayan fi Tafsir Al-Ahkam, (Kairo: Maktabah Al-
(]ij,:ilil).lela'hath(,')il]2631ig‘i]il),uin]\'h{ls.m,zi(l digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id

80 Sahih Muslim hadist Nomor 2433.
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Artinya: “Tidak seorang pun yang mengakui (membanggakan diri) kepada
bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia mengetahui bahwa itu
bukan ayahnya, melainkan ia kufur. Dan barang siapa bukan
dari kalangan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah
dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka.”8

Imam nawawi menjelaskan bahwa ada dua penafsiran mengenai
kafir yang dimaksud, yaitu kafir hakiki yang menghalalkan dengan sengaja
dan terang-terangan hal tersebut, dan kufur nikmat dan kebaikan atas hak
Allah dan hak ayah kandung anak angkat. Artinya bukan kafir yang dapat

mengeluarkan seseorang dari agama Islam.®?

Ibnu hajar al-asgalani juga mengatakan bahwa beberapa ulama
juga sependapat bahwa sebab dinasabkannya seseorang kepada
kekafirannya dikarenakan dia.telah berbohong kepada Allah Swt seolah ia

mengatakan bahwa Ia diciptakan dari'sperma fulan, padahal jelas hal

tersebut tidak seTjaﬁWﬁ%itrﬁaéeTgw&wwﬂlpada hadist di atas
bukan kafir éKiki yahd dapat Mehtiekaikah biarfy Binerakd 7

JEMBER
Dalam hadist lain dalam Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi

Anak menjelaskan terkait seorang anak yang menasabkan dirinya kepada
laki-laki lain yang bukan bapaknya, maka haram baginya surga. Hadist

tersebut sebagai berikut:

3l oo B oy ale &1 Lo ) 00 e 1 oy oy a8
(Ow‘djj)f‘ﬁw‘\}b@‘j\;“‘rl@. jﬁjm\j«&

81 Sahih Muslim Hadis Nomor 93, Shahih Bukhari Hadis Nomor 3246.
8 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di
o Indonesia‘ﬁJakart'a': PT Raja Gralindo Persada, 20089)1, 118. S S .
digilib.uinkhas.acgy AHHﬁﬁH"EiH\]‘Aﬁ“B‘fn Héjaplﬂlbhéhé(lé i, ‘IL—'éitWL’JI"N—‘ﬁb}‘y‘l(Kﬁiﬂi”’}NI‘-]NMT(I‘&bgh (A;I‘I_]lh,u111k1m>,(1(:.|d
Salafiyah), Jilid 12, 12.
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Artinya: “Dari Abi Usman dari Sa’ad (Bin Abi Waqqgash) dan Abu Bakrah,
keduanya masing-masing berkata: aku mendengarnya dengan
kedua telingaku dan hatiku menjaganya, (bahwa) Muhammad
Saw. Berkata: barangsiapa membangsakan diri kepada yang
bukan ayang yang sebenarnya (bukan ayahnya), sedang ia
mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka haram baginya
surga.” (HR Muslim)

Menurut ulama fikih dalam hal tata cara pengangkatan anak
apabila pelaksanaan pengangkatan ini didasarkan untuk membantu orang
tua kandungnya agar lebih memudahkan untuk mendidik dan merawat
anak tersebut agar dapat hidup mandiri untuk masa mendatang dengan cara
tidak diperkenankan untuk mengganti nasab anak tersebut. Artinya anak
tersebut tetap menjadi bagian dari keluarga dan tetap menjadi mahram dari
keluarga kandungnyaidika anak tersebut kelak tumbuh dewasa dan ingin
melangsungkan sebuah.pernikahansmaka. . yang.. menjadi wali pada

pernikahannya tersebut tetap ayah kandungnya. Pada hukum pengangkatan

anak yang Iﬁlﬁegl%%l}?%%ﬁ&geﬂwgfg%fﬂndahm status
nasab dari ayah kandung k]ap{e}a ayah@ngKatiya.

Jika diperhatikan dari segi konsep perlindungan dan kepentingan
anak, lembaga pengangkatan anak atau tabanni mempunyai pemahaman
persis seperti pengangkatan anak atau istilah lain yaitu adopsi anak yang

diketahui dalam hukum sekuler. Letak yang berbeda terdapat dalam

<lig‘ilil).uinkhas.a(‘gkﬂAHM&>.Kah]ffls.a(ahl M]'Qlﬂé{biéﬁ‘,]“l-“lﬂklh‘rln ﬁﬁ]i]hdUHﬁa}hdUAh ﬁéﬁ]@lahbwgﬁgﬁuﬂhakliaii]ih,ui111<11(l>,(l(,'.i(1
Indonesia (Jakarta: PT Raja Gralindo Persada, 2008), 101.
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konsep menyamakan anak angkat dengan anak kandung, menbuat anak

angkat layaknya anak sendiri, memberi hak yang sama dalam hal waris.%

Dalam hasil penelitiannya, Syeh Mahmud Syaltut mengemukakan

dua bentuk pengertian dari pengangkatan anak, yang pertama:

“At-Tabanni adalah seseorang yang mengangkat anak, yang
diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia
memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya,
baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia
memandang perbedaan meskipun demikian agama Islam tidak
menganggap sebagai anak kandung, karena itu ia tidak dapat
disamakan statusnya dengan afiak kandung.”

Dari pengertian ini_ memberi penjelasan status anak angkat
sekedar memperoleh pemeliharaan nafkah, kasih sayang, pendidikan,
pelayanan kesehatan, dan-hak.asasi sebagai.anak lainnya tanpa menyamai

dengan status anak-andung karena hati nurani orang tua angkat akan tetap

sulit memandanglsanid/dntatel Ketdlhan§id.. Karenahya Syeh Mahmud Syaltut

memberi pe&% %ﬂgﬁ&ﬂwh%gpjg@an pengertian

JEMBER

anak asuh dan dapat dlsadarl oleh perasaan seseorang yang menjadi anak
angkat.®®Bentuk pengangkatan anak yang kedua berbunyi “At-Tabanni
adalah seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan
seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal ia mengetahui bahwa
anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikannya sebagai anak

sah.”

8 Adrianus Khatib, Kedudukan Anak Asuh Ditinjau Dari Hukum Islam, Problematika

diuilib.ﬂrdfgmﬁqtéiém K‘éHt@p‘dbe‘(ﬂakéf}ta‘bi.l%‘faké‘ﬁirﬁalﬁ,‘]ZOdZ)],'35'8‘]‘]“‘“‘“"1 digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id

8 Mufidah saggaf al-jufri, al-lagith dan tabanni, makalah, tp, 2004, 10.
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Maksudnya bahwa adopsi anak seperti yang telah terjadi di zaman
jahiliyah, atau pada zaman masyarakat Tionghoa dengan menyamakan
status anak angkat dengan anak kandung dan memustuskan hubungan
darah dengan keluarga kandungnya, juga ikut kedalam suku dari orang tua
angkatnya dan mengganti nasab anak angkat tersebut kepada nasab orang
tua angkatnya. Dengan begitu anak angkat berhak atas warisan sebagai
mana layaknya warisan kepada anak kandung padahal dalam syariat Islam
dijelaskan bahwa yang behak menerima warisan hanya orang yang
memiliki hubungan darah. & Pengadopsian  seperti ini yang tidak

diperkenankan dalam Islam..

Tujuan adanyapengangkatan anak diantaranya untuk melanjutkan

keturunan dalam sebuah keluarga, dimana dalam sebuah perkawinan yang

belum dikaruniai Jjlgoah- hati THal [tefsgbyt MenjadiR jalan keluar bagi

pasangan suM&LiWLd&WMa§MMiHH seorang
EMBER

anak yang diharapkan anak tersebut dapat mendoakan disaat orang tua
angkatnya telah meninggal. Karena keluarga mempunyai peran yang
sangat penting dikehidupan manusia yang menjadi sekelompok
masyarakat kecil yang beranggotakan ayah, ibu, dan anak. Ketiga unsur ini
tidak selalu terpenuhi karena adanya keluarga yang belum mempunyai

anak.%8

8 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di
o Indonesia_ﬁJakart'a': PT Raja Gralindo Persada, 2008), 105. S S .
digilib.uinkhas.acgg Ah},ﬁé]d)}(ﬁh]fﬂ\d(ahl Mhu'ﬂguzaH\’lanku ﬁﬁ]i]hdUHﬁa}hdUAh ﬁéﬁ]glahbwélfasﬁuﬂhakllaxi]lh,u|nkh(l>,(l(:.ld
Indonesia (Jakarta: PT Raja Gralindo Persada, 2008), 106.
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Demikian Islam mengatur tentang pengangkatan anak terutama
yang wajib diperhatikan yaitu pengangkatan anak sendiri bertujuan untuk
menyejahterakan anak yang diangkat dengan harus mematuhi syarat-syarat
yang ada dan ditentukan dalam al-qur’an dan sunnah rasul agar supaya
pengangkatan anak tersebut memberikan manfaat dan rahmat di dunia dan

akhirat.®

Sebelum diterbitkan fatwa ini terdapat beberapa prosedur yang
harus dipatuhi Dalam ketentuan umum, Fatwa MUI, Prosedur Penentuan
Fatwa MUI terdapat pada pasal 3, 4 dan.5. Dalam pasal 3 terdapat 3
berbunyi :

1. Setiap masalah yang disampatkan ‘Kepada komisi hendaklah terlebih

dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota Komisi atau Tim
Khusus sekuraU@*lllME@S}a"&S] @Mdﬂﬁﬁiﬁ[ﬂhngkan

2. Mengena&éz!la%a}%&%ﬂg&gg%u§nggD(qlat ) hendaklah

Komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur
setelah diketahui ada nass-nya dari Al-Qur’an dan Sunnah.

3. Dalam masalah yang terjadi Khalifiyyah di kalangan mazhab, maka
yang difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan Figh
Mugaram (Perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah Usul

Figh Mugaram yang berhubungan dengan pen-tarjih-an.

digilib.uinkhas.acggl Luwkl]b]léﬁl](hmolfd:l HdeHll’ﬁéhbﬁhﬂk&kaﬁhﬁ\'ﬁak"[ﬂlh‘fhdeESIé{:%@Tl'l'”(hbfnddﬁg Lb;‘]i-]ih,uinkh(u,z’l(:.id
Citra Aditya Bakti, 2011), 114.
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Dalam pasal 4 menyebutkan terkait tahapan selanjutnya yaitu
komisi menetapkan Keputusan Fatwa. Pasal 4 ini berbunyi “Setelah
melakaukan pembahasan secara mendalam komprehenship serta memper-
hatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, Komisi

menetapkan Keputusan Fatwa.”

Dengan demikian MUI menerbitkan fatwa dalam Rapat Kerja
Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 yang berlangsung pada
bulan Jumadil Akhir 1404 H./ Maret 1984 yang membahas terkait adopsi

anak sebagai berikut:

1. “Islam mengakui‘keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang
lahir dari_perkawinan/(pernikaham):

2. Mengangkat (adopsi) _dengan/ pengertian anak tersebut putus
hubungan keturunan (nasab)dengan ayah dan ibu kandungnya
adalah bertentangan dengan syari’ah Islam.

3. Ada t k I mengubah status
nasamwm ﬁ%@n@éﬁﬁg tanggung jawab
sbsiaf nfulsArémeliakd Nighdasub | ad éddidik mereka
dengan penuj IﬁsiMsa&n%: perti anak sendiri adalah
perbuatan yang “terpuji ~daf~ termasuk amal saleh yang
dianjurkan oleh agama Islam.

4. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain

bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan
martabat bangsa.”

Adopsi anak yang berbeda agama dengan wali dalam Fatwa MUI
tidak dijelaskan secara gamblang terkait dibolehkannya pengadopsian
tersebut tetapi sebagaimana yang telah tercantum dalam ayat 3 bahwa
selama pengangkatan anak tersebut tidak mengubah nasab maka sah saja
hukumnya. Adopsi anak ini merupakan bentuk dari sikap saling tolong

digilib.ui nkhax.a(m]endik,]ﬁgl i ryéngmdilanjuﬂkaﬂnld}lehuRasﬂlguwalhﬂ\karena rﬁembalﬁfUhme(raWa‘t] ib.uinkhas.ac.id
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anak yang mungkin dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu sehingga
memperhambat tumbuh kembang anak. Disisi lain adopsi anak merupakan
upaya bagi orang tua angkat yang belum dikaruniai keturunan untuk
mempunyai teman hidup atau melengkapi kebahagiaan dalam keluarganya

dengan kehadiran anak tersebut.

Melihat permasalahan yang ada pada kaum muslim tentang
pengadopsian anak maka diterbitkannya fatwa MUI 1984 agar supaya
memberi arahan kepada org muslim yang ingin melakukan pengadopsian
anak agar sesuai dengan aturan yang ada dalam ajaran agama islam dengan
berdasarkan pada alquran dan hadist.

B. Perbandingan Adopsi Anak.Beda Agama DengansWali Dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 .Ientang Pengangkatan Anak Dan

Fatwa MUI Tahun 1984|VERSITAS ISLAM NEGERI

Dari p%%&%n&l@%&gm yang ada
antara Pemerintah Nomor 54 Tal%unNZIOOl; T](Ea:ntafég Pengangkatan Anak dan
fatwa MUI tahun 1984 Tentang Adopsi Anak.

1. Persamaan Ketentuan Mengenai Adopsi Anak Beda Agama Dengan
Wali Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang
Pengangkatan Anak Dan Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi
Anak

Terdapat beberapa persamaan yang ada antara Pemerintah Nomor 54
Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dan Fatwa MUI tahun 1984

dignn).mnkm\lﬁemangnnAd@psim;.AnajI@lﬂ)l;?errsam@an dteirrgebutlmmeinjadihnilh@lﬂdba'@kid bagi]ih,uinkhm,a(:.id
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masyarakat karena sebab persamaan tersebut masyarakat dapat lebih bisa
mentaati ketentuan yang ada.

Persamaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007
Tentang Pengangkatan Anak dan Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi
Anak dapat ditemukan pada tujuan keduanya dibentuk yaitu untuk demi
kepentingan terbaik bagi anak dan untuk mewujudkan kesejahteraan anak
tersebut. Alasan lain yang menjadi sebab munculnya Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dan Fatwa MUI Tahun
1984 Tentang Adopsi Anak yaitu'melihat keresahan yang timbul ditengah
masyarakat mengenai pengadopsian anak atau pengangkatan anak karena
belum ada ketentuan yangmsecara khusus mengatur terkait pelaksanaan

pengangkatan anak.

. Perbedaan ketenwﬁ}\yﬁegsﬁia Sngri Rﬁ ﬁﬁo&ﬂﬂnak beda agama

dengan wali [{alam Wfrﬁ(}fﬂ@[ﬁf) S{@)DPQTahun 2007

Tentang Pengangkatan A]naE CM1 &t\Ea B‘IUI Tahun 1984 Tentang
Adopsi Anak.

Perbedaan yang ada antara Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007
Tentang Pengangkatan Anak dan Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi
Anak ini menyebabkan kebingungan ditengah masyarakat yang akan
melakukan pengadopsian atau pengangkatan anak.

Aturan terkait adopsi anak telah tercantum dalam Fatwa MUI
Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54

Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak Tetapi dari kedua peraturan ini

as.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id
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terdapat perbedaan terkait adopsi anak yang berbeda agama dengan calon
orang tua angkatnya. Dalam point ke 3 Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang
Adopsi Anak dijelaskan bahwa mengangkat anak yang berbeda agama
dengan calon orang tua angkat tidak serta mengubah nasab dan agamanya.
Walaupun tidak dijelaskan secara rinci boleh atau tidaknya pengangkatan
anak yang berbeda agama dengan wali tetapi pernyataan tersebut cukup
untuk menyatakan bahwa dalam Islam hal tersebut dibolehkan.

Berbeda dengan Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak,
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pegangkatan
Anak melarang adanya adopsi anak yang berbeda agama dengan calon
orang tua angkatnya. Hal'itu,jelas tercantum.dalam pasal 13 tentang syarat
yang harus dipenuhi“oleh calon. orang-tua angkat yaitu beragama sama

dengan calon anak angkat. Dalam f) sal 3 Muﬁa diteﬂaskan bahwa calon

UNIVERSITAS EGERI
orang tua amﬂpam%pq@cmmnsmmqelut oleh calon
anak angkat. JEMBER

Perbedaan juga terlihat pada kedudukan antara Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dan Fatwa MUI
Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak. Di Negara ini Peraturan Pemerintah
diatas Fatwa MUI hal tersebut selaras dengan pernyataan dalam susunan
aturan yang ada di Indonesia. Fatwa MUI hanya berlaku untuk umat yang
beragama Islam, selain Islam boleh tidak mengikutinya. Tetapi jika
peraturan pemerintah yang merupakan bentuk pelaksana dari Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perllndungan Anak wajib diikuti

di
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oleh seluruh warga Negara Indonesia dan semua warga yang berada di

negara Indonesia.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
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Hukum Responsif , 375-375.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Munculnya pasal 13 agar memberikan kemudahan pada proses tahapan
pengangkatan anak yang dilakukan melalui peradilan, kepala desa, dan
beberapa instansi sosial dan pekerja sosial. Dengan berbagai peraturan
tersebut diharapkan tidak adanya permasalahan yang menjadi hambatan
bagi pelaksanaan pengangkatan anak. Melihat dari pasal 3 yang ada pada
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan anak
bahwa apabila anak tidak diketahui asal-usulnya maka agama anak tersebut
mengikuti agama mayoritas. dari penduduk..sekitar. Sementara alasan

peraturan ini menerbitkan pasal yang-membahas terkait pengadopsian anak

harus memiliki agdimg yarg Sama antara aaldriNorang-faa angkat dan salon

anak angkat MW*S@(Q}EEM&D@SM!& agama. Oleh

JEMBE

karena itu penting untuk memperhatikan kepentlngan yang terbaik bagi
anak. Karena adanya Peraturan mengenai hal tersebut tidak sesuai dengan
asas keadilan yang terdapat pada teori cita hukum. Fatwa MUI Tahun 1984
Tentang Adopsi Anak menyatakan bahwa dibolehkan pengadopsian anak
dengan agama yang berbeda antara calon orang tua angkat dan calon anak
angkat dengan syarat tidak mengubah nasab asli dari anak tersebut.

2. Terdapat persamaan dan perbedaan yang muncul antara Pemerintah Nomor
54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dan fatwa MUI tahun 1984,

digilib.ui nkhas.apersamanliyaﬂg(uada antara nPemer‘l[htafrpl]N@m®1p~54ldTahu]n)LB@@?xﬁrehtan:g] ib.uinkhas.ac.id
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Pengangkatan Anak dan fatwa MUI tahun 1984. Persamaan tersebut
menjadi hal baik bagi masyarakat karena sebab persamaan tersebut
masyarakat dapat lebih bisa mentaati ketentuan yang ada. Sedangkan
perbedaan yang ada antara Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang
Pengangkatan Anak dan fatwa MUI tahun 1984 ini menyebabkan
kebingungan ditengah masyarakat yang akan melakukan pengadopsian atau

pengangkatan anak.

B. Saran

Seharusnya diterbitkan juga peraturan mengenai  pelaksanaan
pengangkatan anak bagi yang memiliki perbedaan agama apabila pengangkatan
anak tersebut boleh dengan syarat mempunyaighubungan kekerabatan atau

telah mendapat persetujuan dari orang tua'kandung anak tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
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JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id



69

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Asgalani, Ahmad Bin Ali Bin Hajar. Fathul Al-Abry. Kairo: Al-Maktabah Al-
Salafiyah.

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika, 2018.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta:
Rineka Cipta, 2006.

Ash-Syabuni, Muhammad Ali. Rawa’il Bayan Fi Tafsir Al-Ahkam. Kairo:
Maktabah Iman.

Asyhadie, Zaeni. Sahruddin. Adha, Lalu H. Israfil. Hukum Keluarga : Menurut
Hukum Positif di Indonesia. Depok: Rajawali Pers, 2022.

Bungin, Burhan. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2007.

Djatikumoro, Lulik. Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia. Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2011.

Hadikusuma, Hilman. Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum. Jakarta:
Sinar Grafika, 2006.

Kamil, Ahmad, dan M Fauzan. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di
Indonesia. Jakarta: PT Raja Gralindo Persada, 2008.

Khatib, Adrianus. Kedudukan Anak »Asuh® Ditinjau Dari Hukum Islam,
Problematika Hukum Islam Konteporer. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Marzuki, Peter Mahmu@ﬁ%ﬁg}ﬂ@ﬁsBAWtNMREirenamedia Group,

2019.

Mufidah, Dkk. Har&EAFIeHﬁHﬁA&;HMIAD)r&IﬂDI%yakarta:

Pilar Media, 2006.
Nazir, Mohammad. Metode Pene tiaﬁ. MgoﬁGEaliBIndonesia, 2005.
Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Perkawinan Di Indonesia. Bandung: Sumur,

1974,

Purnomo, Agus. Dinamika Fatwa Dalam Hukum Positif . Malang: Inara
Publisher, 2020.

Ramdani, Dani. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: KENCANA, 2020.

Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pustaka Rakyat, 1967.

Soewondo, Nani. Kedudukan Wamita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat.
Jakarta: Tintamas, 1970.

Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah. Jember: Institut Agama Islam
Negeri Jember, 2020.

Warasih, Esmi. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi. Semarang: Pt:
Suryadaru Utama, 2010.

Witanto, D. Y. Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin. Jakarta:
Prestasi Pustaka Raya, 2012.

digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id © digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id



70

Buku Terjemah

Abdullah, Bin Abdurrahman Ali Bassam. Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim,
Terjemahan oleh Kathur Suhardi. Jakarta: Darul Falah, 2002.

Muhammad, Imam Abdullah Bin Ismail Al-Bukhari. Shahih Bukhari, Terjemahan
oleh Achmad Sunarto DKk, Jilid VI. Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993.

Syaltut, Mahmud. Al-Fatawa, Terjemahan oleh Bustami A. Gani Jakarta: Bulan
Bintang, 1995.

Artikel Jurnal

Najib, Ainun. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan
Hukum Responsif ”

Belaati, Dessy. “Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia.” Lex
Privatum, no.1. 2013.

Idris Idris. “Anak Sebagai Amanah Dari Allah.” Musawa: Journal For Gender
Studies 11, 2020.

Pangestu, Dimas Prayoga. Murendah Tjahyani. Mutiarany. “Kedudukan
Pengangkatan Anak Berdasarkan Itikad Baik Tanpa Penetapan Pengadilan
Di Kampung Kebon Sayur Kota Bekasi.” Jurnal Krisna Law, No.2. 2023.

Sasmiar. “Pengangkatan Anak Ditinjau Dar sHukum._lIslam Dan Peraturan
Pemerintah No. 54 Tentang Pengangkatan Anak,” Jurnal llmu Hukum: 6,
https://media.neliti.com/media/publicauons/4326 7-1D-pengangkatan-anak-
ditinjau-dari-hukum-istam-dan-peraturan-pemerintan-no54-tahun.pdf

Stanley Noer H, Mula m% t ?E‘G]ig rintah Nomor 54
Tahun ZOOZK:{EJ an ﬁ%;fa%gf(; Nfiﬂﬁwﬁin Brf&k Ditinjau Dari
Prinsip No | A 1Ah3 ontoh Kasus
Polwan Gagal Adopsi Anak-Kargna,Terhalang Peraturan Pemerintah)”
Jurnal Hukum Adigama.AT IE NTB %.‘h R

https://journal.untar.ac.id./index.php/adigama/article/download/2147/1223
/4948

Terjemahan Alquran

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an Dan Terjemah. Bandung: PT.
Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-quran dan terjemahan, Jakarta: PT.
Tanjung Mas, 1992.

Peraturan Perundang-undangan

Sekretaris Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak
Sekretaris Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang

digilib.uinkhas.ac' 1engangkaﬂt§n Anak: digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id


https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj2hqnVsZvRAhXJsY8KHbMXB8cQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fejournal.kopertais4.or.id%2Findex.php%2Flisan%2Farticle%2Fdownload%2F1245%2F875&usg=AFQjCNHHeddEWXkBJBp3Z8TrpuzLndNSpg&cad=rja
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj2hqnVsZvRAhXJsY8KHbMXB8cQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fejournal.kopertais4.or.id%2Findex.php%2Flisan%2Farticle%2Fdownload%2F1245%2F875&usg=AFQjCNHHeddEWXkBJBp3Z8TrpuzLndNSpg&cad=rja
https://media.neliti.com/media/publications/43267-ID-pengangkatan-anak-ditinjau-dari-hukum-islam-dan-peraturan-pemerintah-no54-tahun.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/43267-ID-pengangkatan-anak-ditinjau-dari-hukum-islam-dan-peraturan-pemerintah-no54-tahun.pdf
https://journal.untar.ac.id./index.php/adigama/article/download/2147/1223/4948
https://journal.untar.ac.id./index.php/adigama/article/download/2147/1223/4948

71

Web

Almughni, Rakli. “Sosok Ibu Kandung Sha Wang, Hampir Suntik Mati Anaknya
Yang Disabilitas, Kini Dirawat Siti TKW,” Tribun News Juni 2023.
https://www.tribunnewswiki.com/2023/06/04/sosok-ibu-kandung-sha-
wang-hampir-suntik-mati-anaknya-yang-disabilitas-Kini-dirawat-siti-tkw.

Skripsi

Busriyanti. Muslifah, Siti. “Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah Di
Kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Magasid al-Syari’ah Jamal al-Din
Atiyah).” Laporan hasil penelitian, Institut Agama Islam Negeri Jember.

Muzzamil, Ardhian Cahyawijaya. “Legalitas Adopsi Anak Dengan Perbedaan
Keyakinan Ditinjau Dari Hukum fslam Dan Perundangan Indonesia”,
Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jakarta.

Waulandari, Sri. “Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Untuk Mengajukan
Permohonan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Jember Tahun
2016.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember.

Alfaizi, M. Deby Sahdan. “Pengangkatan Amak (Studi Di Masyarakat Duren
Tiga),” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id


https://www.tribunnewswiki.com/2023/06/04/sosok-ibu-kandung-sha-wang-hampir-suntik-mati-anaknya-yang-disabilitas-kini-dirawat-siti-tkw
https://www.tribunnewswiki.com/2023/06/04/sosok-ibu-kandung-sha-wang-hampir-suntik-mati-anaknya-yang-disabilitas-kini-dirawat-siti-tkw

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ema Nur Fadhilah
Nim : 201102010011
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari’ah

Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat
unsur-unsur penjiplakan karya atau penelitian atau karya ilmiyah yang dilakukan
atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan
disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian/ini terbukti terdapat unsur-unsur
penjiplakan dan ada klaim dari pih , maka saya bersedia untuk diproses
sesuai peraturan perundang-undangan

Demikian surat pernyataan i dan tanpa paksaan

dari siapapun. ‘ ‘

S et T
aya yang menyatakan

Ema Nur Fadhilah
NIM. 201102010011

digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id



ADOPSI (PENGANGKATAN ANAK)

(ol

Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984
yang berlangsung pada bulan Jumadil Akhir 1404 H./Maret 1984
memfatwakan tentang adopsi sebagai berikut:

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir
dari perkawinan (pernikahan).

2. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak{tersebut putus
hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan [ibu kandungnya
adalah bertentangan dengan syari’ah Islam.

3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab
dan Agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk
memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan'penuh
kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang'terpuji
dan termasuk amal saleh yang dianjurkanolehragamaIslam:

4. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain
bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan

martabat bangsa. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
.KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dalil-Dalil Tentang Adopsi
1. Al-Quran Surat al-Ahzab [33]: 4 J E M B E R
TGP NS S PP PR SN T I R SO Foost. LoE 7 .. .

Pl ASeled o Uy (SO L Ogalal W (SSST e

Do i 45 il 5 Ay il 1505 15

“Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak

kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu

dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan
Dia menunjukkan jalan yang benar.”
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2. Al-Quran Surat al-Ahzab [33] : 5
S @\Fu AT 1A uLa B a i A U b
S5y
“Panggilan mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama
bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil dihadapan Allah.
Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka

(panggilah mereka sebagai) saudaramu seagama dan mula-
mula (hamba sahaya yang di merdekakan).”

3. Surat al-Ahzab [33] : 40
U D 05 sl ey 02 S S, e T S e
A
“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-

laki diantara, tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi.
Dan Allah Maha Mengetahui Segala sesuatu.

4. Sabda Nabi Muhammad SAW
0 e 0 L e A e L e M e s
’ it oy 75 0 I B 2
“Dan Abu Zar Ra. Sesungguhnya ia dengar. Rasul bersabda:
“Tidak seorangpun mengakui (membangsakan diri) kepada

bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan
ayahnya, melainkan ia telah kufur” (HR-Bukhari dan Muslim)

5. Sabda Nabi Muhammad SAW

o

L;%dai‘;;;jé;i;’”;i’;iﬁ\j;;;\of&iﬁ\?;gpégg;;;;

(Oeed) ol 9 ) ;\%Ai/c g\f;jL; A.j ' f\ﬁfll:”&i\ff °
e RIVERSITAS TSEAN| KEGERI
‘DariSa’ad bin Abi Waqqas Ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda.

T

“Barang siapa yang menbaith Arienthdrigstidn kit koS TD D 1)
bukan ayahnya padahal ia tahu bahwa bﬁﬁaﬂ kﬁduﬁgnﬁl’

haram baginya surga. (HR Bukhari dan m),
6. Sabda Nabi Muhammad SAW

DLyl Frde g ade d o) b e 1
B A} ST 0 B A G s e
(ot o) {all 2 22
“Dari Abdullah bin Umar bin Khatthab Ra. Sesungguhnya ia
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berkata : “Kami tidak memanggil Zaid bin Haritsah melainkan
(kami panggil) Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat
al-Qur'an : Panggilah mereka dengan nama ayah (kandung
mereka), itulah yang lebih adil di siai Allah”. (HR Bukhari).

Dalam Tafsir Ayat al-Ahkam, halaman 263, jilid 2, oleh Muhammad
Ali as-Sabuni, dijelaskan sebagai berikut :

o Lyl s 2 s Ul ey (20 i el gyl Jlf s
C}"'\.Lu.A;xUUJ:_;e:MJ\%ﬁg\;@\&};}%\;}gﬁfﬂ}j\;ﬁ%é
ooy ade 1 o 1 0005 O e 1 oy B 3 A L DR
S, 80 S 00 B 2B Sl B b e 6

Ve Yy B e i d Y st

“Sebagaimana Islam telah membatalkan Zihar; demikian pula
halnya dengan tabanni (mengangkat anak), Syariat Islam telah
mengharamkannya, karena tabanni itu menisbahkan seorang
anak kepada yang bukan bapaknya, dan itu termasuk dosa besar
yangmewajibkanpelakunyamendapatmurkadankutukanTuhan.
Sesungguhnya Imam Bukhari dan Muslim telahgnengeluarkan
hadis dari Sa’d bin Abi Waqqas Ra. Bahwa Rasulullah SAW
bersabda : “Barang siapa yang mengakui (membanggakan) diri
kepadayang bukan ayahnya, makawajiblahiamendapatkutukan
Allah, Malaikat-Malaikat, dan sekalian manusia, serta Allah
tidak menerima dari padanya tasarvuf dan kesaksiannya.”

Mahmud Syaltut dalam bukunyawal-Fatawa, halaman 292
menulis:

Untuk mengetahui hukum Islam dalam masalah*“tabanni”
perlu difahami bahwa “tabanni” itu 2 (dua) bentuk. Salah satu

diantaranya bahwa seseora Iﬂg a
; o N R S TAS ST AN NE GERI

untuk diperlakukan seperti an

am ran
membert kasih sayang, Kedfch bhAHIA @HmﬁusIDDIQ
lainnya, dan secara hukum anak itu bu ﬂy (ﬁe

sepertiini adalah perbuatan yang pantaslfﬁilg} n Tﬁ

orang-orang yang luas rezekinya, namun ia tidak dikaruniai

anak. Baik sekali jika mengambil anak orang lain yang memang

kekayaannya perlu, mendapat rasa kasith sayang ibu-bapak

(karena yatim piatu), atau untuk mendidik dan memberikan

kesempatan belajar kepadanya. Karena orang tua kandung

anak yang bersangkutan tidak mampu (fakir miskin). Tidak

diragukan lagi bahwa usaha semacam merupakan perbuatan
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yang terpuji dan dianjurkan oleh agama serta diberi pahala.

Bagi ayah angkat, boleh mewasiatkan sebagian dari
peninggalannya untuk anak angkatnya, sebagai persiapan masa
depannya, agar ia merasakan ketenangan hidup.

Ditetapkan : Jakarta, 7 Maret 1984 M
4 Jumadil Akhir 1404 H
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2007
TENTANG
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4235).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

BAB:I
KETENTUAN UMUM

UNIVERSIT#S ISLAM NEGERI

Dalam Peraturan Pemem j sm :

1. Anak angkat adal ]::Hm i MU§WQ1&1 keluarga orang
tua, wali yang sah, atau orang lainyang bertanggung-jawab atas perawatan, pendidikan,
dan membesarkan anak tersebut, I/e EIaMng;ﬁunQEn \liguarga orang tua angkatnya
berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

2. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari
lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab
atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga
orang tua angkat.

3. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah
dan/atau ibu angkat.

4, Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan
membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.

5. Lembaga pengasuhan anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang

berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat
izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.

6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau
organisasi kemasyarakatan.
7. Pekerja sosial adalah pegawai negeri sipil atau orang yang ditunjuk oleh lembaga

pengasuhan yang memiliki kompetensi pekerjaan sosial dalam pengangkatan anak.
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8. Instansi sosial adalah instansi yang tugasnya mencakup bidang sosial baik di pusat maupun
di daerah.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan
setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
(1) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

(2) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama
mayoritas penduduk setempat.

Pasal 4

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang
tua kandungnya.

Pasal 5

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan
sebagai upaya terakhir.

Pasal 6

(1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya
dan orang tua kandungnya.

(2) Pemberitahuan asal-usul dan orang-tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan kesiapamranakwyang bersangkutan.

BAB I

UNIVERSTHASYSEAMMNEGERI
KIAI HAJI AGHMAD SIDDIQ
Pengangkatan anak terdiri atas: ,J E M B E R

a. pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
b. pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Bagian Pertama
Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia

Pasal 8

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
a, meliputi:

a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
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(1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-
nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.

(2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan
pengadilan.

Pasal 10

(1) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan
anak melalui lembaga pengasuhan anak.

(2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing

Pasal 11

(1) Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

a. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing; dan
b. pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat.(1) dilakukan melalui putusan
pengadilan.

BAB Il
SYARAT=-SYARAT PENGANGKATAN ANAK

Pasal 12
(1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

Z. belum bkerusia 1%1@?&?3&”[8]‘/“\4 NEGERI

. merupakan etlantar i rkan;

C. berada dalamtnm m& §J<QMQak; dan
d. memerlukan perlindungan k usEs.

(2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;

b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun,
sepanjang ada alasan mendesak; dan
C. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas)

tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 13
Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:
sehat jasmani dan rohani;
berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
beragama sama dengan agama calon anak angkat;
berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
tidak merupakan pasangan sejenis;

~® a0 o
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g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
i memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;

j- membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik
bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;

k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;

I telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan
diberikan; dan

m.  memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Pasal 14

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat:

a. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau
perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;

memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan
melalui lembaga pengasuhan anak.

Pasal 15

Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat:

a. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan
b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.
Pasal 16

(1) Pengangkatan anak oleh orangtua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara
Indonesia setelah mendapatizin‘dari Menteri.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala
instansi sosial di provinsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

setain mementi persy B ML LML SCLIMADSIDRIQ. .2 i

Warga Negara Asing juga harus memenjhi EarM B
a. telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
b. mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan

c. membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen
Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
TATA CARA PENGANGKATAN ANAK

Bagian Pertama
Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia
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Pasal 19

Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di
dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 20

(1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan
untuk mendapatkan penetapan pengadilan.

(2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Pasal 21

(1) Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling
singkat 2 (dua) tahun.

(2) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus
dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.

Bagian Kedua
Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing

Pasal 22

(1) Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang
telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan
pengadilan.

(2) Pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Pasal 23

Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia
berlaku mutatis mutandis ketentuan-Pasal:22:

Pasal 24

Pﬁngarr]\?kgtan a_nakI Vt\:arga N@&HM%R@EE/A@ d@ﬁqﬁhN{E@ERlone_sii mauEun g| luar
Inconesia dan memenuh Aol A AT SMAL S B I
J BB E R

(1) Dalam proses perizinan pengangkatan anak, Menteri dibantu oleh Tim Pertimbangan
Perizinan Pengangkatan Anak.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V
BIMBINGAN DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Pasal 26

Bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat
melalui kegiatan:

a. penyuluhan;

b konsultasi;

C. konseling;

d pendampingan; dan
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e. pelatihan.

Pasal 27

(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dimaksudkan agar masyarakat
mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara
pelaksanaan pengangkatan anak.

(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. meningkatkan pemahaman tentang pengangkatan anak;

b. menyadari akibat dari pengangkatan anak; dan
C. terlaksananya pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 28

(1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dimaksudkan untuk
membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung dan calon orang tua angkat atau pihak
lainnya agar mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak.

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. memberikan informasi tentang pengangkatan anak; dan
b. memberikan motivasi untuk mengangkat anak.

Pasal 29

(1) Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf ¢, dimaksudkan untuk membantu
mengatasi masalah dalam pengangkatan anak.

(2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. membantu memahami permasalahan pengangkatan anak; dan
b. memberikan alternatif pemecahan masalah pengangkatan anak.

Pasal 30

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dimaksudkan untuk
membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan anak.

(2) Pendampingan sebagaMM;ViEB( L&-AMNJE&GERL

v momenton L HATEISCTIVEADSTDDIQ),
JEMBER

Pasal 31

(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dimaksudkan agar petugas
memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak.

(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

a. meningkatkan pengetahuan mengenai pengangkatan anak; dan
b. meningkatkan keterampilan dalam pengangkatan anak.
BAB VI

PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Pasal 32

Pengawasan dilaksanakan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam
pengangkatan anak.

Pasal 33
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Pengawasan dilaksanakan untuk:

a. mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

mengurangi kasus-kasus penyimpangan atau pelanggaran pengangkatan anak; dan
memantau pelaksanaan pengangkatan anak.

Pasal 34
Pengawasan dilaksanakan terhadap:
a. orang perseorangan;
b. lembaga pengasuhan;
c. rumah sakit bersalin;
d. praktek-praktek kebidanan; dan
e. panti sosial pengasuhan anak.
Pasal 35
Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah dan
masyarakat.
Pasal 36
Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh Departemen
Sosial.
Pasal 37
Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal35 dilakukan antara lain oleh:
a. orang perseorangan;
b. keluarga;
C. kelompok;
d. lembaga pengasuhan anak; dan
e.  lembaga perlindungan &gk [\/ERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI AGHMAD SIDDIQ

(1) Dalam hal terjadi atau diduga terjz(ajg yiMan@n Eau%elanggaran terhadap pelaksanaan
pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak
hukum dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, instansi sosial setempat atau Menteri.

(2) Pengaduan diajukan secara tertulis disertai dengan identitas diri pengadu dan data awal
tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran.

BAB VIl
PELAPORAN

Pasal 39

Pekerja sosial menyampaikan laporan sosial mengenai kelayakan orang tua angkat dan
perkembangan anak dalam pengasuhan keluarga orang tua angkat kepada Menteri atau kepala
instansi sosial setempat.

Pasal 40

Dalam hal pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, orang tua
angkat harus melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Republik
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Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat paling singkat sekali dalam 1 (satu)
tahun, sampai dengan anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 41

Semua administrasi yang berkaitan dengan pengangkatan anak berada di departemen yang
bertanggung jawab di bidang sosial.

Pasal 42
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bimbingan, pengawasan, dan pelaporan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 32, dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIl
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berl

Agar setiap orang mengetahuiny
dengan penempatannya dalam L

u pad
ran Pemerintah ini

Diteta kan Di Jakarta,

UNphta Ranggaidokiobéh bdo EGERI

KIATHSI?EFF?XQHW'SIDDIQ
DR. H. susi|.o BavenB vIbHBYoNO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 3 Oktober 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 123
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PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2007
TENTANG
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

I UMUM

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan
sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya
manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan sejak dini yang berlangsung
secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik,
mental dan sosial anak.

Kondisi ekonomi nasional yang kurang mendukung sangat mempengaruhi kondisi
perekonomian keluarga dan berdampak pada tingkat kesejahteraan anak Indonesia.
Kenyataan yang kita jumpai sehari-hari di dalam masyarakat masih banyak dijumpai anak-
anak yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dimana banyak ditemui anak
jalanan, anak terlantar, yatim piatu dan anak penyandang cacat dengan berbagai
permasalahan mereka yang kompleks yang memerlukan penanganan, pembinaan dan
perlindungan, baik dari pihak Pemerintah maupun masyarakat.

Komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti
dengan disahkannya Undang-Undang Nomer, 23 ilahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka
perlindungan, pemenuhan hak—hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi
untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu'dengan memberi kesempatan bagi
orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan
anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada
peraturan perundang-undanganyang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan
setempat.

Mengingat banyaknya penyimpangan yangsterjadisdalam masyarakat atas pelaksanaan
pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar,
pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak. Untuk
itu, perlu pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh

Pemerintah maupun olgh/ quWzE&R@IWd@MMdNﬁ@@R& Peraturan

Pemerintah.

Peraturan PemerirKIIAIaJEIMkMMA’D p&[{D{BIanngkatan anak

yang mencakup ketentuan umum, rng n atﬁ anak, syarat-syarat pengangkatan
anak, tata cara pengangkatan anaf b?%n pelaksanaan pengangkatan anak,

pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan. Dengan berlakunya
Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya
penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak
demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Il PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "setempat” adalah setingkat desa atau kelurahan.

Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
19

Cukup jelas.

10 ’
Ayat (1) " 4

Yang dimaksud dengan “pe alah pengangkatan anak
yang dilakukan oleh calo kat yang berada

langsung dalam pengasuhan orang tua kandung.

Yang dimaksud dengar{i}%&%ﬁﬁ% r}@hﬂMNE@E%uhan anak” adalah
pengangkatan anmil Im:mrmﬁﬁ calon anak angkat
yang berada dalal ifunj | .

Ayat (2 JEMBER

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan "sepanjang ada alasan mendesak” seperti anak korban
bencana, anak pengungsian dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan
terbaik bagi anak.

DA kR ELA8 ad e dig il la
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Huruf ¢

Yang dimaksud dengan "anak memerlukan perlindungan khusus” adalah anak dalam
situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas
dan terisolasi; anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang
diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan dan
perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang
menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "orang tua tunggal” adalah|seseorang yang berstatus tidak menikah
atau janda/duda.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Cukup j
p jelas.
Pasal 18
Cukup jelas. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Cukup jelas. ] E M B E R

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah Mahkamah Agung melalui Panitera
Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui

Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen
Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
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Cukup jelas.
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 20 ayat (2).

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak” yaitu tim yang
dibentuk oleh Menteri, yang bertugas memberikan pertimbangan dalam memperoleh izin
pengangkatan anak dan beranggotakan perwakilan dari instansi yang terkait.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan "k egia n setelah tahap konsultasi
dalam hal terjadinya perma

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf z P UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PEE KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ
] Pae2B E R

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32

DA kR ELAE ad el dig eliblalin

nkhas.ac.id



www.hukumonline.com I

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia adal
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20

1. Melakukan sosialisasi seluruh
berkaitan dengan perlindungan
pengaduan masyarak
pengawasan terhad

2. Memberikan laporan, sa
rangka perlindungan

adan yang dibentuk berdasarkan
rlindungan Anak yang bertugas:

n perundang-undangan yang
kan data dan informasi, menerima
uan, evaluasi, dan

n kepada Presiden dalam

Ayat (2)
Cukup jelas. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
o KIAI HAJI AGHMAD SIDDIQ
ukup jelas.
JEMBER
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
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